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TENTANG
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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

bahwa untuk mendukung pelaksanaan pembangunan
daerah, diperlukan sinergitas dalam perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, pengawas€ur dan
pengendalian dokumen perencanaan ta.hunan agar selaras
dengan tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan
Daerah;
bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pembangunan
daerah sesuai dengan tujuan, sasaran, dan prioritas
pembangunan daerah, diperlukan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah untuk menjadi landasan operasional;
bahwa untuk memberikan pedoman perencanaan
pembangunan tahunan daerah dan untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 26 ayat (21 Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu
diatur Rencana kerja Pemerintah Daerah dengan Peraturan
Bupati;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahurt 2O26;

a.

b.

c.

d.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 20O4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (kmbaran Negara
Republik Indonesia TaLun 2OO4 Nomor 1O4, Tambahal
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tarrrbahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapatan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tabwn 2022
tentang Cipta Ke{a Menjadi Undang-Undang (tembaga
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

4. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten
Bantul di Daerah Istimewa Yoryakarta (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O24 Nonor 3O8, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7O59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

RENCANA KER.]A

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah

dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daera-h yang selanjutnya

disingkat RPJMD adalah dokumen perencEuraan Daerah untuk periode 5
(lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa
jabatan Kepala Daerah.

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

4. Kebijakan Umum APBD yang selanjutrrya disingkat KUA adalah dokumen
yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta
asumsi yang mendasarinya untuk periode I (satu) ta-l.un.

5. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS
adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang
diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan
dalam penyusunan rencana keda dan anggaran satuan kerja Perangkat
Daerah.

6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahal
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

7. Bupati adalah Bupati Bantul.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah"

9. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2
RKPD Tahun 2O26 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2025-2029
RKPD Tahun 2O26 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
a. rancangan kerangka ekonomi Daerah Ta}:rtn 2026;
b. prioritas pembangunan DaeraL Talun 2O26; dan
c. rencana kerja dan pendanaan Daerah Tahun 2O26.
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(3) RKPD Tahun 2O26 sebagaimana dimaksud pada ayat (l) merupakan
pedoman pen5rusunan:
a. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2O26; dan
b. KUA dan PPAS dalam rangka pen1rusunan rancangurn APBD Tahun

2026.

Pasal 3
{41 RKPD Ta}run 2O26 disusun dengan sistematika:

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI : KINERJA PET.IYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BAB VII : PENUTUP

(5) RKPD Tahun 2O26 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

Pasal 4
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

kan di Bantul
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan 

dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Pasal 260 Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 

tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa 

Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana 

pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem 

perencanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan yang 

berlandaskan pada riset dan inovasi nasional yang berpedoman pada 

nilai-nilai Pancasila. 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan rencana 

pembangunan tahunan Daerah yang berupa dokumen perencanaan 

Daerah untuk periode satu tahun. RKPD disusun oleh pemerintah 

daerah sebagai implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 

3 ayat (2) yang menyatakan bahwa Perencanaan Pembangunan 

Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara 

terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan 

oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Menurut 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 

RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan 

kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta 

rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu satu tahun yang 

disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan 

program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. 

RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat 

strategis bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu: 



 

 
I-2 

 

RRKPD KABUPATEN BANTUL  

TTAHUN 2026 

1. Secara substansial menjadi arah kebijakan pengembangan 

ekonomi dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan, 

indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi 

kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung 

jawab program kegiatan; 

2. Secara normatif menjadi dasar bagi penyusunan Kebijakan Umum 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas dan Plafon 

Anggaran Sementara serta landasan bagi penyusunan Rancangan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

3. Secara operasional berfungsi sebagai arahan untuk meningkatkan 

kinerja pemerintahan dibidang pelayanan, pemberdayaan 

masyarakat dan menjadi tanggung jawab SKPD sebagaimana telah 

ditetapkan dalam rencana kerja (Renja) PD dan 

4. Secara faktual berfungsi sebagai tolok ukur kinerja 

penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam merealisasikan 

program dan kegiatan untuk mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat. 

RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2026 merupakan penjabaran 

tahun kedua RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. RKPD 

Tahun 2026 disusun dengan menggunakan empat pendekatan yaitu 

teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. 

Pendekatan teknokratis dilaksanakan dengan menggunakan metode 

dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran 

pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif dilakukan dengan 

melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis 

dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah 

terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka 

menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Pendekatan atas-

bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang 

diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan 

mulai dari kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga 
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nasional. Selain itu, RKPD Tahun 2026 juga disusun menggunakan 

pendekatan tematik-holistik, integratif dan spasial. Pendekatan 

tematik-holistik dilaksanakan dengan mempertimbangkan 

unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor 

potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling 

berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilakukan dengan 

menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan 

fokus pada pencapaian tujuan pembangunan daerah. Pendekatan 

spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan 

dalam perencanaan. 

RKPD Tahun 2026 mengusung tema “Industri Berkelanjutan 

sebagai Fondasi Transformasi”. Hal ini dimaksudkan untuk 

menciptakan barang dan jasa dengan menggunakan sistem yang minim 

polusi, ekonomis, aman, dan sehat serta melestarikan energi dan 

sumber daya alam di Bantul.  

Tahapan dan tata cara penyusunan RKPD Tahun 2026 mengacu 

pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang 

meliputi: 

1. Persiapan penyusunan 

Pada tahap persiapan serangkaian aktivitas yang dilakukan 

meliputi: 

a. penyusunan Rancangan SK Bupati Bantul tentang 

pembentukan tim penyusun RKPD; 

b. orientasi mengenai RKPD; 

c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD; 

d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan 

Daerah berdasarkan SIPD. 

2. Penyusunan Rancangan Awal RKPD 

Tahap penyusunan Rancangan Awal RKPD dilakukan melalui 

serangkaian kegiatan yang meliputi: 

a. analisis gambaran umum kondisi Daerah; 

b. analisis Rancangan kerangka ekonomi Daerah; 



 

 
I-4 

 

RRKPD KABUPATEN BANTUL  

TTAHUN 2026 

c. analisis kapasitas riil keuangan Daerah; 

d. penelaahan Rancangan awal Renja Perangkat Daerah; 

e. perumusan permasalahan pembangunan Daerah; 

f. penelaahan terhadap sasaran RPJMD; 

g. penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD; 

h. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan 

program strategis nasional; 

i. penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD; 

j. perumusan prioritas pembangunan Daerah; 

k. perumusan rencana kerja program dan pendanaan. 

3. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik 

Pelaksanaan forum konsultasi publik merupakan pembahasan 

Rancangan Awal RKPD bersama dengan Kepala Perangkat Daerah 

dan pemangku kepentingan untuk memperoleh masukan dan 

saran penyempurnaan. Masukan dan saran tersebut, dirumuskan 

dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh Kepala 

Bappeda dan Kepala Perangkat Daerah serta perwakilan 

masyarakat yang hadir pada konsultasi publik. Selanjutnya, 

Rancangan Awal RKPD yang telah disempurnakan berdasarkan 

berita acara kesepakatan forum konsultasi publik diajukan 

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk memperoleh 

persetujuan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Awal 

Renja Perangkat Daerah. 

4. Penyusunan rancangan RKPD 

Penyusunan Rancangan RKPD adalah proses penyempurnaan 

Rancangan awal RKPD disempurnakan berdasarkan: 

a. Rancangan awal Renja seluruh Perangkat Daerah yang telah 

diverifikasi; 

b. hasil penelaahan terhadap Rancangan awal RKPD DIY, RKP 

dan program strategis nasional. 
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5. Pelaksanaan Musrenbang RKPD 

Pelaksanaan musrenbang RKPD terdiri atas musrenbang RKPD di 

kapanewon dan musrenbang RKPD di kabupaten. Musrenbang 

RKPD di kapanewon merupakan forum pembahasan daftar usulan 

kalurahan lingkup kapanewon. Sedangkan musrenbang RKPD di 

kabupaten merupakan forum pembahasan Rancangan RKPD yang 

dilaksanakan dalam rangka: 

a. menyepakati permasalahan pembangunan Daerah; 

b. menyepakati prioritas pembangunan Daerah; 

c. menyepakati program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan 

target kinerja serta lokasi; 

d. penyelarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah 

dengan sasaran dan prioritas pembangunan DIY; 

e. klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan 

kabupaten dengan program dan kegiatan desa yang diusulkan 

berdasarkan hasil Musrenbang kecamatan. 

6. Perumusan rancangan akhir RKPD 

Perumusan Rancangan Akhir RKPD merupakan proses 

penyempurnaan Rancangan RKPD menjadi Rancangan Akhir 

RKPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang 

RKPD. Rancangan akhir RKPD yang telah dirumuskan menjadi 

bahan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD. 

7. Penetapan RKPD 

Rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD disampaikan oleh 

Kepala Bappeda kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk 

persetujuan penetapan dan pengundangan. Peraturan Bupati 

tentang RKPD dijadikan sebagai: 

a. pedoman perumusan penyempurnaan Rancangan Akhir Renja 

Perangkat Daerah; 

b. pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD 

serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara. 

Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas 
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dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disusun dengan 

berpedoman pada Peraturan Bupati tentang RKPD 

disampaikan oleh Bupati kepada DPRD untuk dibahas sebagai 

landasan penyusunan Rancangan APBD.  

Seluruh proses penyusunan RKPD Tahun 2026 tersebut, 

memerlukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan perangkat 

daerah dan pemangku kepentingan serta dilakukan dengan berbasis e-

planning dalam aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). 

1.2. Dasar Hukum 

Dasar Hukum penyusunan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2026 

adalah sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 

tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 

Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 

(Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang 

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas 

Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134; Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 

tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2007 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4723); 

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 

tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339); 

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41; 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 

tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41; Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 

4; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41; 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114; Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 187; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6402); 

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 

tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6178); 

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42; Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

12. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 

2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar 

Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah 

Kabupaten/Kota;  

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata 

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah; 
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14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100 Tahun 2018 tentang 

Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 

15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar 

Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang 

Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 

Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada 

Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah 

Kabupaten/Kota; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang 

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 

2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang 

Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang 

Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 

2026; 

23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis 

Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang 

Perumahan Rakyat; 

24. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 

Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis 

Pelayanan Minimal Pendidikan; 
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25. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 

2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan 

Minimal Kesehatan; 

26. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 

Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita 

Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 

tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan 

Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 

Tahun 2007 Seri D Nomor 2); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 09 Tahun 2016 

tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 09, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Bantul Nomor 70); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 

12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul 

Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Bantul Nomor 139); 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2024 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten 

Bantul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 

Tahun 2024 Nomor 9); 

31. Peraturan Bupati Bantul Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana 

Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bantul 
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Tahun 2022-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 

Nomor 108). 

1.3. Hubungan Antar Dokumen 

Dokumen RKPD merupakan dokumen perencanaan yang 

terintegrasi dengan dokumen perencanaan lainnya, baik di tingkat 

pusat maupun daerah. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD 

untuk jangka waktu satu tahun. Penyusunan RKPD harus 

diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan RKPD DIY 

Tahun 2026. 

Hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya 

disajikan dalam bentuk bagan sebagai berikut: 

Gambar 1.1 Hubungan Dokumen dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 

Penyusunan RKPD diselaraskan dengan RKP, program strategis 

nasional yang ditetapkan pemerintah pusat, dan RKPD DIY. 

Selanjutnya RKPD menjadi pedoman penyusunan rancangan 

Kebijakan Umum APBD, rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran 

Sementara, serta menjadi pedoman dalam proses penyusunan 

rancangan APBD. Dokumen RKPD juga menjadi acuan bagi Perangkat 

Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah. Proses penyusunan 

RKPD dilakukan secara simultan dan bersinergi dengan proses 

penyusunan Renja Perangkat Daerah. 
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1.4. Maksud dan Tujuan 

1.4.1. Maksud 

RKPD disusun untuk mewujudkan sinergitas dan menjamin 

keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, 

pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan pembangunan baik 

sektoral maupun kewilayahan serta antar lembaga pemerintahan pusat 

dan daerah provinsi maupun kabupaten, serta mewujudkan efisiensi 

alokasi berbagai sumberdaya dalam pembangunan daerah. 

1.4.2. Tujuan 

Tujuan penyusunan RKPD adalah  

1. Sebagai arah pembangunan tahunan pemerintah Kabupaten 

Bantul; 

2. Sebagai tolok ukur tahunan keberhasilan kepemimpinan Bupati 

dan Wakil Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan; 

3. Sebagai acuan bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun 

Renja Perangkat Daerah dan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) 

Perangkat Daerah; dan  

4. Sebagai acuan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KU-APBD) dan 

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada Tahun 2026. 

1.5. Sistematika Penulisan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengatur 

sistematika penulisan dokumen RKPD sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang penyusunan RKPD, dasar 

hukum penyusunan RKPD, hubungan antar dokumen, maksud dan 

tujuan, serta sistematika penulisan. 

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 

Bab ini menjelaskan: (1) kondisi umum daerah meliputi aspek geografi 

dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing 

daerah, dan aspek pelayanan umum; (2) layanan keistimeaan; (3) 
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evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun 

berjalan dan realisasi RPJMD; (4) permasalahan pembangunan daerah 

yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan 

daerah, serta penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. 

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH 

Bab ini menguraikan tentang: (1) Arah kebijakan ekonomi daerah yang 

memuat arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari RKP 

dan kebijakan ekonomi dalam dokumen RPJMD; (2) Arah kebijakan 

keuangan daerah menguraikan mengenai arah kebijakan pemerintah 

daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah serta 

belanja daerah. 

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 

Bab ini memuat tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas dan 

sasaran pembangunan Tahun 2026. 

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 

Mengemukakan secara eksplisit rencana kerja dan pendanaan rencana 

program, kegiatan, dan subkegiatan daerah Tahun 2026. 

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 

Bab ini mengemukakan penetapan indikator kinerja penyelenggaraan 

pemerintah daerah yang bertujuan untuk memberi panduan dalam 

pencapaian kinerja tahunan. 

BAB VII PENUTUP 

Bab ini memuat penutup dan kaidah pelaksanaan dari RKPD 

Kabupaten Bantul Tahun 2026. 
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BAB II  

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 

 

2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah 

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi 

2.1.1.1 Aspek Geografi  

2.1.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah 

2.1.1.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi 

Kabupaten Bantul merupakan salah satu kabupaten di Daerah 

Istimewa Yogyakarta yang terletak di wilayah bagian selatan dengan luas 

wilayah 511,706 km2 (sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 

100.1.1-6117 Tahun 2022 Tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data 

Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau). Wilayah administratif 

Kabupaten Bantul memiliki batas-batas sebagai berikut. 

- Sebelah Utara : Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman  

- Sebelah Selatan : Samudera Hindia 

- Sebelah Barat : Kabupaten Kulon Progo  

- Sebelah Timur : Kabupaten Gunungkidul 

Secara administratif Kabupaten Bantul terdiri dari 17 kapanewon. 

Sebutan kapanewon merupakan sebutan lain kecamatan di wilayah 

kabupaten/kota di DIY sesuai Peraturan Gubernur DIY Nomor 25 Tahun 2019 

tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah 

Kabupaten/Kota dan Kalurahan, dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul 

Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Bantul. Demikian pula sebutan kalurahan merupakan 

sebutan lain desa di wilayah DIY yang merupakan gabungan beberapa 

pedukuhan dan berkedudukan di bawah kapanewon.  
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Sumber: Bappeda Kabupaten Bantul, 2024 

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Bantul 

Persentase luas wilayah menurut kapanewon di Kabupaten Bantul 

disajikan pada gambar di bawah ini. 

 
Sumber: Bappeda Kabupaten Bantul, 2024 

Gambar 2.2 Luas Wilayah Menurut Kapanewon di Kabupaten Bantul 

Kapanewon Dlingo adalah kapanewon yang mempunyai wilayah paling 

luas, yaitu 59,537 km2 (11,64%) sementara Kapanewon Srandakan adalah 

kapanewon dengan wilayah paling sempit, yaitu 18,51 Km2 (3,62%). Wilayah 

Kabupaten Bantul juga terbagi atas 75 kalurahan dan 933 pedukuhan. Luas 

wilayah secara detail setiap kapanewon dan kalurahan adalah sebagai 

berikut. 
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Tabel 2.1 Luas Wilayah Kapanewon dan Kalurahan di Kabupaten Bantul 

Nama Desa Luas Wilayah (Km2)  Nama Desa Luas Wilayah (Km2) 

Bantul 511,706     

Srandakan 18,510   Imogiri 54,919  

Poncosari 11,911   Selopamioro 20,709  

Trimurti 6,599   Sriharjo 5,945  

Sanden 23,114   Wukirsari 17,559  

Gadingsari 7,776   Kebonagung 1,556  

Gadingharjo 3,089   Karangtengah 2,744  

Srigading 7,696   Girirejo 3,893  

Murtigading 4,553   Karangtalun 1,360  

Kretek 26,470   Imogiri 1,154  

Tirtomulyo 4,027   Dlingo 59,537  

Parangtritis 10,995   Mangunan 11,123  

Donotirto 4,492   Muntuk 12,913  

Tirtosari 3,081   Dlingo 9,701  

Tirtohargo 3,875   Temuwuh 7,145  

Pundong 23,110   Terong 8,912  

Seloharjo 10,751   Jatimulyo 9,743  

Panjangrejo 5,284   Banguntapan 28,421  

Srihardono 7,074   Baturetno 3,853  

Bambanglipuro 23,095   Banguntapan 7,881  

Sidomulyo 8,202   Jagalan 0,308  

Mulyodadi 6,474   Singosaren 0,752  

Sumbermulyo 8,420   Jambidan 3,509  

Pandak 24,264   Potorono 3,963  

Caturharjo 5,306   Tamanan 3,838  

Triharjo 7,045   Wirokerten 4,317  

Gilangharjo 7,491   Pleret 24,200  

Wijirejo 4,421   Wonokromo 4,001  

Pajangan 33,289   Pleret 4,800  

Triwidadi 12,307   Segoroyoso 5,927  

Sendangsari 12,996   Bawuran 3,925  

Guwosari 7,986   Wonolelo 5,547  

Bantul 21,808   Piyungan 33,259  

Palbapang 5,439   Sitimulyo 10,059  

Ringinharjo 2,740   Srimulyo 14,203  

Bantul 5,199   Srimartani 8,996  

Trirenggo 6,008   Sewon 27,902  

Sabdodadi 2,422   Pendowoharjo 6,445  

Jetis 23,529   Timbulharjo 8,712  

Patalan 5,745   Bangunharjo 7,098  

Canden 5,262   Panggungharjo 5,647  
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Nama Desa Luas Wilayah (Km2)  Nama Desa Luas Wilayah (Km2) 

Sumberagung 6,186   Kasihan 32,094  

Trimulyo 6,336   Bangunjiwo 14,774  

   Tirtonirmolo 5,625  

   Tamantirto 6,806  

   Ngestiharjo 4,889  

   Sedayu 34,187  

   Argodadi 11,268  

   Argorejo 7,849  

   Argosari 5,667  

   Argomulyo 9,404  

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.1.1-6117 Tahun 2022 Tentang 
Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, 
2024 

 

2.1.1.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis 

Secara geografis, Kabupaten Bantul terletak antara 110º12'34"-

110º31'08" Bujur Timur dan 7º44'04" 8º00'27" Lintang Selatan. 

Bentang alam wilayah Kabupaten Bantul merupakan dataran rendah 

40% dan lebih dari separuhnya (60%) daerah perbukitan yang kurang subur, 

secara garis besar terdiri dari: 

a. Bagian Barat seluas 17,73 % dari seluruh wilayah adalah daerah landai 

merupakan daerah yang kurang subur serta perbukitan yang 

membujur dari Utara ke Selatan. 

b. Bagian Tengah seluas 41,62 % dari seluruh wilayah adalah daerah datar 

dan landai merupakan daerah pertanian yang subur. 

c. Bagian Timur seluas 40,65 % dari seluruh wilayah adalah daerah yang 

landai, miring dan terjal yang keadaannya masih lebih baik dari daerah 

bagian Barat. 

d. Bagian Selatan, adalah daerah yang sebenarnya merupakan bagian dari 

daerah bagian tengah dengan keadaan alamnya yang berpasir dan 

sedikit berlaguna, terbentang di Pantai Selatan wilayah Kapanewon 

Srandakan, Sanden dan Kretek. 

 

2.1.1.1.1.3 Kondisi Topografi 

Ketinggian tempat Kabupaten Bantul meliputi empat kelas ketinggian 

dan hubungan kelas ketinggian dengan luas sebarannya secara spasial 

ditunjukan pada peta luas wilayah menurut ketinggian dari permukaan laut.  
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 Sumber: Bappeda Kabupaten Bantul, 2024 

Gambar 2.3 Peta Wilayah Menurut Ketinggian dari Permukaan Laut 

 di Kabupaten Bantul 

Kelas ketinggian tempat yang dimiliki Kabupaten Bantul penyebaran 

paling luas adalah:  

a. Wilayah yang mempunyai elevasi antara 25–100meter seluas 54,67% dari 

seluruh wilayah yang merupakan daerah datar landai dan sedikit 

berbukit dengan sebagian merupakan daerah pertanian yang subur, 

terletak pada bagian utara, bagian tengah dan bagian tenggara 

Kabupaten Bantul.  

b. Wilayah yang mempunyai elevasi rendah (elevasi <7 meter) seluas 6,37% 

dari seluruh wilayah terdapat di bagian selatan yaitu di Kapanewon 

Kretek, Kapanewon Sanden dan Kapanewon Srandakan. Wilayah dengan 

elevasi rendah umumnya berbatasan dengan Samudra Hindia dengan 

keadaan alamnya berpasir dan sedikit berlaguna.  

c. Wilayah yang mempunyai elevasi di atas 100meter terdapat di 

Kapanewon Dlingo, Imogiri, Piyungan, dan Pajangan.  
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 Sumber: Bappeda Kabupaten Bantul, 2024 

Gambar 2.4 Peta Kelas Lereng Kabupaten Bantul 

Klasifikasi kemiringan lahan di Kabupaten Bantul dibagi menjadi enam 

kelas. Wilayah Kabupaten Bantul berupa daerah dataran (kemiringan kurang 

dari 2%) dengan penyebaran di wilayah selatan, tengah, dan utara dari 

Kabupaten Bantul dengan luas sebesar 2.795,49 Ha (5,46%). Wilayah dengan 

kemiringan 2%-8% seluas 20.701,94 Ha (40,46%) ada di wilayah selatan, 

tengah dan utara, wilayah dengan kemiringan 8%-15% seluas 14.277,23 Ha 

(27,90%) ada di wilayah barat dan timur, Wilayah dengan kemiringan 15%-

25% seluas 7.357,67 Ha (14,38%) ada di wilayah barat dan timur, wilayah 

dengan kemiringan 25%-40% seluas 3.945,77 Ha (7,71%) ada di wilayah barat 

dan timur, sedang wilayah dengan kemiringan lebih dari 40% seluas 2.092,55 

Ha (4,09%) ada di wilayah timur Kabupaten Bantul. Apabila dilihat per 

wilayah kapanewon terlihat bahwa wilayah kapanewon yang paling luas 

memiliki lahan miring terletak di Kapanewon Dlingo dan Imogiri, sedangkan 

wilayah kapanewon yang didominasi oleh lahan datar terletak di Kapanewon 

Sewon dan Banguntapan. 

Tabel 2.2 Kelas Lereng Kabupaten Bantul 

No. Lereng Persen Hektar Persentase 

1 Kelas I 0 - 2 2.795,49 5,46 

2 Kelas II 2 - 8 20.701,94 40,46 

3 Kelas III 8 - 15 14.277,23 27,90 

4 Kelas IV 15 - 25 7.357,67 14,38 

5 Kelas V 25 - 40 3.945,77 7,71 

6 Kelas VI > 40 2.092,55 4,09 

Jumlah 51.170,65 100,00 

Sumber: Bappeda Kabupaten Bantul, 2024 
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2.1.1.1.1.4 Kondisi Geologi 

Geologi menunjukkan kelompok batuan yang berguna sebagai indikator 

terdapatnya suatu bahan tambang. Untuk mengetahui jumlah cadangan 

bahan galian dan prospek pengembangannya memerlukan penanganan lebih 

lanjut. Formasi adalah suatu susunan batuan yang mempunyai keseragaman 

ciri-ciri geologis yang nyata, baik terdiri dari satu macam jenis batuan, 

maupun perulangan dari dua jenis batuan atau lebih yang terletak di 

permukaan bumi atau di bawah permukaan. 

Jenis batuan yang terdapat di Kabupaten Bantul secara umum terdiri 

dari dua jenis batuan yaitu batuan beku dan batuan sedimen. Berdasarkan 

sifat-sifat batuannya dapat dirinci menjadi beberapa formasi. Formasi batuan 

di Kabupaten Bantul sesuai Peta Geologi, dapat dilihat pada peta di bawah 

ini. 

 

 Sumber: Badan Geologi Kementerian ESDM 2003 (diolah) Bappeda Kabupaten Bantul, 2024 

Gambar 2.5 Peta Geologi Kabupaten Bantul 

Sedangkan formasi batuan di Kabupaten Bantul menurut persentase 

luasannya disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 2.3 Formasi Batuan Kabupaten Bantul 

No. Formasi Batuan % 

1 Aluvial 3,27 

2 Batuan Gunung api Tak Terpisahkan 60,60 

3 Endapan Gunung api Muda Merapi 0,01 

4 Formasi Sambipitu 1,86 

5 Formasi Semilir 7,25 

6 Formasi Sentolo 9,04 

7 Formasi Wonosari 6,63 

8 Formasi Nglanggran 11,30 

9 Jumlah 100,00 

Sumber: Badan Geologi Kementerian ESDM 2003 (diolah) Bappeda Kabupaten Bantul, 2024 
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2.1.1.1.1.5 Jenis Tanah 

Wilayah Kabupaten Bantul mempunyai lima jenis tanah yaitu tanah 

Grumusol, Kambisol, Latosol, Mediteran, Regosol. Peta jenis tanah dapat 

dilihat dalam gambar di bawah ini. 

 
  Sumber: BPN, 2024 

Gambar 2.6 Peta Jenis Tanah Kabupaten Bantul 

Tanah Grumusol berasal dari batuan induk batu gamping berlapis, 

napal, dan tuff, terdapat di Kapanewon Sedayu, Pajangan, Kasihan, Pandak, 

Sanden, Bambanglipuro, dan Srandakan. Jenis tanah Kambisol merupakan 

jenis tanah yang dominan di wilayah Kabupaten Bantul. Jenis tanah ini 

tersebar pada Kapanewon Kasihan, Sewon, Banguntapan, Jetis, Bantul, dan 

Bambanglipuro. Tanah Latosol berasal dari batuan induk breksi, tersebar di 

Kapanewon Dlingo, Imogiri, Pundong, Kretek, Piyungan, dan Pleret. Tanah 

Mediteran berasal dari batu gamping karang, batu gamping berlapis, dan 

batupasir, tersebar di Kapanewon Dlingo dan sedikit di Sedayu. Tanah Regosol 

adalah tanah yang berasal dari material gunung berapi, bertekstur 

(mempunyai butiran) kasar bercampur dengan pasir, dengan solum tebal dan 

memiliki tingkat kesuburan rendah.  

 

2.1.1.1.1.6 Hidrologi 

Daerah Aliran Sungai (DAS) secara umum adalah suatu hamparan 

wilayah/kawasan yang dibatasi oleh pembatas topografi (punggung bukit) 

yang berfungsi untuk menerima, mengumpulkan air hujan, sedimen, dan 

unsur hara serta mengalirkannya melalui anak-anak sungai dan keluar di 

muara sungai. Kabupaten Bantul terdapat dua Daerah Aliran Sungai (DAS) 
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yaitu DAS Progo dan DAS Opak. Rincian DAS tersebut dapat dilihat pada tabel 

dan gambar di bawah ini. 

Tabel 2.4 Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Bantul 

No. DAS Sub DAS Luas (Ha) Sub Luas DAS (Ha) 

1 DAS Progo 

Sub DAS Bedog  5.918,14 

14.842,25 

Sub DAS Gandri 408,09 

Sub DAS Jenes 53,98 

Sub DAS Konteng 3.991,72 

Sub DAS Progo Hilir 4.470,33 

2 DAS Opak 

Sub DAS Opak 15.037,44 

36.500,12 Sub DAS Oyo 11.576,88 

Sub DAS Winongo 9.885,80 

 Sumber: Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai KLHK, 2024 
 

 
 Sumber: Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai KLHK, 2024 

Gambar 2.7 Peta Sub Das di Kabupaten Bantul 

Wilayah Kabupaten Bantul dilewati sungai besar dan sungai kecil. Dari 

sungai tersebut, 5 sungai merupakan sungai prioritas yaitu Sungai Bedog, 

Winongo, Code, Gajah Wong dan Opak. Sungai-sungai tersebut berperan 

sebagai sumber air irigasi pertanian, perikanan, namun juga digunakan 

sebagai pembuangan akhir dari kegiatan manusia baik kegiatan domestik 

maupun kegiatan usaha/industri yang menjadi sumber pencemar bila tidak 

dikelola dengan baik dan benar. 

Tabel 2.5 Sungai di Kabupaten Bantul 

No 
Nama 
Sungai 

Panjang 
(m) 

Hulu Hilir 

I. Sungai Besar (Lintas Provinsi) 

1 Opak 36.140 Srimulyo, Piyungan 
Samudera Indonesia, Parangtritis 
Kretek 

2 Oyo 22.850 Jatimulyo, Dlingo Sungai Opak, Selopamioro Imogiri 
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No 
Nama 
Sungai 

Panjang 
(m) 

Hulu Hilir 

3 Progo 26.440 Argosari, Sedayu 
Samudera Indonesia, Poncosari 
Srandakan 

II. Sungai Kecil (Lintas Kabupaten) 

1 Bedog 2.700 Tirtonirmolo, Kasihan Sungai Progo, Triharjo Pandak 

2 Buntung 1.950 Srimartani, Piyungan Kali Gawe, Srimulyo Piyungan 

3 Code 9.440 Tamanan, Banguntapan Sungai Opak, Trimulyo Jetis 

4 Gajah Wong 5.520 
Singosaren, 
Banguntapan 

Sungai Opak, Wonokromo Pleret 

5 Gawe 8.200 Srimartani, Piyungan Sungai Opak, Srimulyo Piyungan 

6 
Kedung 
Semerangan 

9.860 Baturetno, Banguntapan Sungai Gajah Wong, Pleret 

7 Kenteng 5.040 Srimartani, Piyungan Sungai Gawe, Srimartani, Piyungan 

8 Konteng 5.570 Argomulyo, Sedayu Sungai Progo, Argodadi Sedayu 

9 Krusuk 5.740 Argosari, Sedayu Sungai Konteng, Argorejo Sedayu 

10 Kuning 1.940 Sitimulyo, Piyungan Sungai Opak, Sitimulyo, Piyungan 

11 Mruwe 7.910 Baturetno, Banguntapan 
Sungai Opak, Jambidan 
Banguntapan 

12 Timoho 11.960 Argomulyo, Sedayu Sungai Konteng, Argorejo Sedayu 

13 Winongo 20.080 Ngestiharjo, Kasihan Sungai Opak, Donotirto Kretek 

III. Sungai Kecil (Dalam Kabupaten) 

1 Belik 5.130 Tamanan, Banguntapan Sungai Opak, Trimulyo Jetis 

2 Celeng 10.370 Muntuk, Dlingo Sungai Oyo, Sriharjo Imogiri 

3 Kedung miri 6.280 Terong, Dlingo Sungai Oyo,Terong Dlingo 

4 Kramat 5.230 Bangunjiwo, Kasihan Sungai Progo, Triwidadi Pajangan 

5 Pesing 8.500 Srimulyo, Piyungan Sungai Opak, Segoroyoso Pleret 

6 Plilan 3.570 Selopamioro, Imogiri Sungai Kajor, Selopamioro Imogiri 

7 Urang 5.670 Muntuk, Dlingo Sungai Oyo, Dlingo 

8 
Winongo 
lama 

2.200 Tirtohargo Kretek Sungai Opak, Tirtohargo Kretek 

Sumber: DPUPKP Kabupaten Bantul, 2024 

 

2.1.1.1.1.7 Klimatologi 

Berdasarkan peta klasifikasi Oldeman periode tahun 1981-2010 D.I 

Yogyakarta maka Kabupaten Bantul memiliki tipe iklim bervariasi dari tipe C4 

hingga E sebagai berikut: 

a. Kabupaten Bantul bagian barat memiliki tipe C4, D1, D2 dan D3 

b. Kabupaten Bantul bagian utara memiliki tipe C4, D1, D2, D3, D4 dan E 

c. Kabupaten Bantul bagian timur memiliki tipe D2, D3, D4 dan E 

d. Kabupaten Bantul bagian selatan memiliki tipe C4, D1, D2 dan D3 

Jika dilihat dari jumlah bulan basah, maka tipe C adalah wilayah yang 

memiliki bulan basah secara berturut-turut 5-6 bulan; tipe D adalah wilayah 

yang memiliki bulan basah secara berturut-turut 3-4 bulan dan tipe E adalah 

wilayah yang memiliki bulan basah secara berturut-turut < 3 bulan. 

Pada tahun 2024 berdasarkan informasi yang dihimpun dari BMKG DIY 

pada enam Stasiun Pemantauan di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada 

gambar di bawah ini. 
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Sumber: BMKG, DIY 2025 
Satuan: mm/bulan 

Gambar 2.8 Curah Hujan dan Hari Hujan menurut Bulan pada 6 Stasiun Pemantauan  

di Kabupaten Bantul Tahun 2024 

Pada tahun 2024, curah hujan tertinggi pada bulan Desember dan tidak 

ada hujan pada bulan Agustus. Curah hujan maksimum tercatat di BPP 

Pajangan yaitu 588,3mm/bulan di bulan Desember, sedangkan  

Kondisi kelembaban udara tertinggi pada 90% di bulan Januari 

sedangkan kelembaban udara terendah 77% di bulan Oktober. Suhu 

minimum 21,9OC di bulan Juli dan Agustus, sedangkan suhu tertinggi 33,2OC 

di bulan Oktober. 

 

2.1.1.1.1.8 Penggunaan Lahan 

Penggunaan lahan merupakan informasi yang menggambarkan sebaran 

pemanfaatan lahan yang ada di Kabupaten Bantul. Luas lahan di Kabupaten 

Bantul sebesar 51.170,6 ha terbagi dalam beberapa klasifikasi penggunaan 

lahan. Data penggunaan lahan Kabupaten Bantul, tahun 2023 digunakan 

citra satelit dengan resolusi spasial yang tinggi (skala 1:50.000) dan mengikuti 

SNI-7645-1:2014. 

Tabel 2.6 Penggunaan Lahan di Kabupaten Bantul Tahun 2022-2024 

No Penggunaan Lahan 
Luas Lahan (ha) 

2022 2023 2024 

1 Gosong sungai 33,39 15,56 16,01 

2 Hutan Kerapatan Rendah 805,27 1.139,83 1.139,84 

3 Hutan Kerapatan Sedang 360,39 362,09 362,09 

4 Hutan Kerapatan Tinggi 612,05 583,84 583,84 

5 Industri 159,55 167,10 192,20 

6 Kebun Campuran 7.168,88 7.318,54 7.284,17 

7 Lahan Terbuka 177,43 209,59 170,13 

8 Mangrove 3,96 8,51 8,51 

9 Pasir Pantai 166,24 160,07 160,07 

10 Permukiman 22.027,49 22.110,26 22.228,37 

11 Sawah Irigasi 12.949,10 12.808,44 12.752,47 

12 Sawah Tadah Hujan 1.180,47 1.172,77 1.172,71 
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No Penggunaan Lahan 
Luas Lahan (ha) 

2022 2023 2024 

13 Semak/Belukar 494,30 213,29 213,29 

14 Tambak 63,32 63,32 63,32 

15 Tegalan/Ladang 4.455,60 4.303,56 4.289,08 

16 Tubuh Air 513,20 533,88 534,53 
 Jumlah 51.170,65 51.170,65 51.170,65 

Sumber: DPTR Kabupaten Bantul, 2025 

Bersumber dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.1.1-6117 

Tahun 2022 Tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah 

Administrasi Pemerintahan dan Pulau, luas wilayah Kabupaten Bantul adalah 

51.170,65 ha dari luas semula 50,685,0 ha. 

Pada tahun 2020-2022 Terjadi pengurangan sawah di Kabupaten 

Bantul berdasarkan data Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) oleh BPN 

Bantul dan data hasil digitasi alih fungsi lahan pertanian dari citra satelit 

resolusi tinggi (CSRT) setiap tahunnya. Adapun pengurangan sawah irigasi 

dan tadah hujan 2020 - 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 2.7 Alih Fungsi Sawah Irigasi (Ha) Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 

Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 

Alih Fungsi 

Sawah Irigasi 

(Ha) 

171,93 106,43 67,38 257,71 115,5 

Sumber: Bappeda dan DPTR 2024, diolah 

Fakta perubahan lahan dimaksud di atas mengindikasikan terjadinya 

alih fungsi lahan pada sawah irigasi menjadi pemanfaatan lahan yang lain. 

Hal ini berdampak pada berkurangnya lahan pertanian, terancamnya 

keseimbangan ekosistem, serta banyaknya buruh tani yang kehilangan 

pekerjaan yang berakibat pada tingginya angka urbanisasi. 

Perhitungan Data Alih fungsi lahan pertanian menggunakan baseline 

lahan baku pertanian tahun 2017 yang dikeluarkan oleh BIG. Alih fungsi yang 

dimaksudkan baik yang berupa ijin pengeringan maupun yang existing sudah 

berdiri bangunan 

 Dalam rangka pengendalian alih fungsi lahan dari lahan pertanian ke 

fungsi lain, maka diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 

Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Data 

luas lahan LP2B dan LCP2B dapat dilihat pada table di bawah ini. 

Tabel 2.8 Luas lahan LP2B dan LCP2B (Ha) Kabupaten Bantul 

No. Kapanewon 
Lahan LP2B Lahan LCP2B 

Luas (Ha) Prosentase (%) Luas (Ha) Prosentase (%) 

1 Bambanglipuro 1.057,63 8,24 25,42 0,43 

2 Banguntapan 560,03 4,36 71,11 1,20 



 

 

 

 
II-13 

 

RKPD KABUPATEN BANTUL  

TAHUN 2026 

No. Kapanewon 
Lahan LP2B Lahan LCP2B 

Luas (Ha) Prosentase (%) Luas (Ha) Prosentase (%) 

3 Bantul 793,11 6,18 30,99 0,52 

4 Dlingo 728,80 5,68 2.313,06 38,93 

5 Imogiri 1.350,07 10,52 1.953,05 32,87 

6 Jetis 1.143,00 8,91 16,53 0,28 

7 Kasihan 341,67 2,66 63,50 1,07 

8 Kretek 829,64 6,47 10,51 0,18 

9 Pajangan 277,75 2,16 153,41 2,58 

10 Pandak 800,64 6,24 42,09 0,71 

11 Piyungan 704,93 5,49 393,79 6,63 

12 Pleret 663,95 5,17 508,06 8,55 

13 Pundong 786,19 6,13 126,62 2,13 

14 Sanden 885,70 6,90 75,95 1,28 

15 Sedayu 708,46 5,52 43,24 0,73 

16 Sewon 625,85 4,88 28,29 0,48 

17 Srandakan 573,58 4,47 86,48 1,46 

  Jumlah 12.831,00 100,00 5.942,08 100,00 
Sumber: Bappeda dan DPTR 2025, diolah 

 

2.1.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah 

Rencana Pola Ruang Wilayah terdiri dari Kawasan Lindung dan 

Kawasan Budidaya.  

1. Kawasan Lindung 

Kawasan Lindung meliputi: badan air; kawasan yang memberikan 

perlindungan terhadap kawasan bawahannya; kawasan konservasi; kawasan 

pencadangan konservasi di laut; kawasan lindung geologi; dan kawasan cagar 

budaya. Berdasar Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 

Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa 

Yogyakarta Tahun 2023 – 2043, Kabupaten Bantul memiliki kawasan lindung 

geologi berupa:    

a. Sesar Opak Bukit Mengger di Kabupaten Bantul; 

b. Gumuk Pasir Parangtritis di Kabupaten Bantul; 

Sebagian Kawasan Gumuk Pasir Parangtritis yang berada pada kawasan 

konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bantul 

seluas 21 ha (dua puluh satu hektare); 

c. Lava Purba Mangunan yang berada pada kawasan yang memberikan 

perlindungan terhadap kawasan bawahannya di Kabupaten Bantul seluas 

0,57 ha (nol koma lima tujuh hektare); 
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Ketiga kawasan lindung di atas, ditetapkan juga melalui Surat 

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia 

Nomor 23.K/GL.01/MEM.G/2025 tentang Penetapan Kawasan Cagar Alam 

Geologi Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Berdasar pada Perda DIY Nomor 10 tahun 2023, Kawasan Gumuk Pasir 

Parangtritis yang berada pada kawasan konservasi di wilayah pesisir dan 

pulau-pulau kecil di Kabupaten Bantul seluas 21 ha (dua puluh satu hektare), 

namun telah terjadi pengurangan luas area pasir terbuka di Kawasan Gumuk 

Pasir Parangtritis terjadi dari tahun ke tahun pada gambar berikut 

Sumber: Parangtritis Geomaritime Science Park, 2023 

Gambar 2. Pengurangan Luas Area Pasir Terbuka di Zona Inti dan Penyangga Gumuk 

Pasir Parangtritis 

Gambar diatas menunjukkan pada tahun 1976 area terbuka berupa 

gundukan pasir di zona inti dan penyangga Gumuk Pasir Parangtritis seluas 

412,5 Ha, dan terjadi penurunan luasan hingga tahun 2022 luas area 

gundukan pasir terbuka sebesar 17,5 Ha. Beberapa penyebab kerusakan atau 

tidak terbentuknya gumuk pasir secara alami akibat terhambatnya gerakan 

pasir ke daratan terhalang pepohonan yang berada di selatan gumuk pasir, 

dan aktivitas manusia yang dilakukan di kawasan gumuk pasir. Solusi untuk 

permasalahan ini adalah upaya restorasi. Restorasi Gumuk Pasir Parangtritis 

menjadi program super prioritas dalam pengelolaan Geopark Jogja. Restorasi 

Gumuk Pasir merupakan bagian dari pelaksanaan kebijakan pengelolaan 

Satuan Ruang Strategis Kasultanan Samas–Parangtritis. Tema dalam 

Restorasi Gumuk Pasir Parangtritis adalah: Merapi-Gumuk Pasir Parangtris 

merupakan penanda istimewa proses geologi dan peradabannya pada masa 

lalu, masa kini dan masa depan. 

Upaya Kabupaten Bantul dengan menetapkan SK Bupati Nomor 514 

tahun 2024 tentang Perubahan atas keputusan Bupati Bantul Nomor 169 

tahun 2024 tentang pembentukan Tim Percepatan Restorasi Gumuk Pasir 
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Barchan Parangtritis. Pemerintah Kabupaten Bantul bertekad untuk 

melakukan restorasi gumuk pasir dengan menerbitkan Peraturan 

Bupati Nomor 47 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Restorasi Gumuk Pasir 

Parangtritis Tahun 2024-2029, tertuang langkah-langkah yang akan 

ditempuh dalam rangka melaksanakan tahapan restorasi.  

Hal penting yang harus dilakukan dalam restorasi gumuk pasir 

dilakukan adalah penyelamatan, pengamanan dan pemeliharaan.   

a. Penyelamatan:  

- penataan vegetasi, bangunan liar, dan bentukan lain yang mengganggu 

pembentukan secara alamiah;  

- pelarangan kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang memasuki 

Zona Inti, kecuali pada jalur jalan lintas selatan;  

- pencegahan dari kerusakan;  

- penghentian kegiatan penambangan pasir liar;  

- pertahanan pembentukan alamiah;  

- pengonsolidasian secara bertahap, terhadap lahan milik pribadi yang 

berada di zona inti Geosite.  

b. Pengamanan: 

- Penertiban 

- Peningkatan partisipasi Masyarakat setempat 

c. Pemeliharaan: 

- pengaturan kegiatan pemanfaatan secara spesifik;  

- penjagaan kualitas ekosistem;  

- penjagaan kebersihan;  

- pencegahan kerusakan Geosite  

Dalam pelaksanaannya dijabarkan dalam rencana aksi yang memuat 

tentang program rencana aksi dan indikatif kegiatan yang akan dilaksanakan 

oleh instansi pemerintah atau perangkat daerah 

Selain Kawasan Cagar Alam Geologi, wilayah Kabupaten Bantul yang 

meliputi Kapanewon Dlingo dan Imogiri masuk sebagai Kawasan Bentang 

Alam Karst Gunung Sewu seluas 20,70 km2 berdasar pada Keputusan 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 3045 

K/40/MEM/2014 tanggal 4 Juli 2014 tentang Penetapan Kawasan Bentang 

Alam Karst Gunung Sewu. 
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2. Kawasan Budidaya 

Kawasan budidaya merupakan kawasan yang berpotensi untuk 

dikembangkan karena memiliki fungsi utama untuk dibudidayakan atas 

dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan 

sumber daya buatan dengan maksud agar lebih bermanfaat dan memberikan 

hasil untuk kebutuhan manusia.  

Rencana pola ruang kawasan budidaya Kabupaten Bantul sebesar  

86% dari luasan pola ruang Kabupaten Bantul, meliputi: kawasan hutan 

produksi; kawasan pertanian; kawasan perikanan; kawasan peruntukan 

industri; kawasan pariwisata; kawasan permukiman; kawasan transportasi; 

dan kawasan pertahanan dan keamanan. 

a. Kawasan Peruntukan Pertanian 

Kawasan peruntukan pertanian meliputi kawasan pertanian lahan 

basah, kawasan pertanian tanaman lahan kering, dan kawasan 

peternakan, yaitu: 

1) Kawasan pertanian lahan basah direncanakan seluas kurang lebih 

26,29% dari luas wilayah Kabupaten Bantul difokuskan terutama 

pada bagian tengah dan Selatan. 

2) Kawasan pertanian lahan kering di Kabupaten direncanakan seluas 

kurang lebih 10,35% dari luas wilayah Kabupaten Bantul difokuskan 

terutama pada bagian timur.  

3) Kawasan peternakan di Kabupaten direncanakan sebagai berikut: 

a) Peternakan itik di Kapanewon Kretek, Kapanewon Bantul, dan 

Kapanewon Sanden; 

b) Peternakan sapi perah di Kapanewon Srandakan, Kapanewon 

Banguntapan, Kapanewon Jetis, dan Kapanewon Sedayu; 

c) Peternakan sapi potong tersebar di hampir seluruh Kapanewon; 

d) Peternakan babi di Kapanewon Srandakan dan Kapanewon 

Kasihan; 

e) Peternakan kambing tersebar di hampir seluruh Kapanewon; 

f) Peternakan kerbau di Kapanewon Sanden dan Kapanewon 

Banguntapan; dan  

g) Peternakan kelinci di Kapanewon Sanden. 

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan merujuk pada Peraturan 

Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Perlindungan 

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yaitu: 
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1) Luas Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan seluas 

18.773,08 (delapan belas ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga koma nol 

delapan) hektar.  

2) Luas Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi:  

a) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas 12.831,00 (dua 

belas ribu delapan ratus tiga puluh satu koma nol nol) hektar; dan  

b) Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas 

5.942,08 (lima ribu sembilan ratus empat puluh dua koma nol 

delapan) hektar.  

b. Kawasan Peruntukan Perikanan 

Kawasan peruntukan perikanan terdiri dari: 

1) Kawasan peruntukan perikanan tangkap di Kabupaten direncanakan 

di wilayah Kapanewon Srandakan, Kapanewon Sanden dan 

Kapanewon Kretek untuk pengembangan jenis perikanan laut dan 

untuk jenis perikanan darat direncanakan di seluruh Kapanewon. 

2) Kawasan peruntukan budidaya perikanan di Kabupaten direncanakan 

di Kapanewon Banguntapan, Kapanewon Pandak, Kapanewon 

Piyungan, Kapanewon Pundong, Kapanewon Sanden, dan Kapanewon 

Sedayu. 

c. Kawasan Peruntukan Industri 

Kawasan peruntukan industri meliputi: 

1) Kawasan peruntukan industri direncanakan meliputi industri 

menengah dan besar di Kalurahan Argosari, Kalurahan Argorejo, 

Kalurahan Argodadi, Kalurahan Argomulyo Kapanewon Sedayu dan 

Kalurahan Srimulyo, Kalurahan Sitimulyo Kapanewon Piyungan, 

industri kecil, dan menengah tersebar di seluruh Kapanewon. 

2) Industri mikro dan kecil dapat berada di luar kawasan peruntukan 

industri sepanjang tidak bertentangan sifat dominasi kawasan dan 

sesuai dengan Ketentuan Umum Peraturan Zonasi. 

3) Industri mikro dan kecil merupakan industri yang tidak menimbulkan 

pencemaran lingkungan akan diatur tersendiri dalam Peraturan 

Daerah. 

4) Pengembangan sentra industri kecil dan menengah yang tersebar di 

seluruh Kapanewon diarahkan menjadi kawasan industri tertentu 

UMKM. 
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d. Kawasan Peruntukan Pariwisata 

Kawasan peruntukan pariwisata meliputi pariwisata budaya, 

pariwisata alam, dan pariwisata buatan. 

1) Kawasan peruntukan pariwisata budaya di Kabupaten terdapat di: 

a) Kompleks Makam Raja-raja Imogiri di Kalurahan Girirejo 

Kapanewon Imogiri; 

b) Kompleks Situs Ambarbinangun di Kalurahan Tirtonirmolo 

Kapanewon Kasihan; 

c) Situs Keraton Mataram di Kalurahan Pleret Kapanewon Pleret; 

d) Padepokan Ki Ageng Mangir di Kalurahan Sendangsari, 

Kapanewon Pajangan; 

e) Kawasan Kotagedhe di Kalurahan Jagalan dan Kalurahan 

Singosaren Kapanewon Banguntapan; 

f) Gua Selarong di Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan; 

g) Gua Jepang di Kalurahan Seloharjo Kapanewon Pundong; 

h) Kalurahan Budaya Dlingo Kapanewon Dlingo, Kalurahan 

Seloharjo Kapanewon Pundong, Kalurahan Srigading Kapanewon 

Sanden, Kalurahan Triwidadi Kapanewon Pajangan, Kalurahan 

Trimurti Kapanewon Srandakan; Padepokan Seni Bagong 

Kusudiharja di Kalurahan Tamantirto Kapanewon Kasihan; 

i) Cepuri Parangkusumo di Kalurahan Parangtritis; dan 

j) Parangendog di Kalurahan Parangtritis; 

2) Kawasan peruntukan pariwisata alam terdapat di: 

a) Kawasan Pantai Parangtritis (Parangtritis, Parangkusumo, 

Depok); 

b) Kawasan Pantai Samas (Pantai Samas, Pandansari, Patehan); 

c) Kawasan Pantai Pandansimo (Kuwaru, Pandansimo); 

d) Kompleks Gua Cerme di Kalurahan Selopamioro, Kapanewon 

Imogiri; 

e) Goa Jepang di Kalurahan Seloharjo Kapanewon Pundong; 

f) Agrowisata Samas di Kalurahan Srigading, Kapanewon Sanden; 

dan 

g) Agrowisata Dlingo di Kalurahan Mangunan, Kapanewon Dlingo. 

3) Kawasan peruntukan pariwisata buatan terdapat di: 

a) Kalurahan Wisata Kebon Agung di Kalurahan Kebon Agung, 

Kapanewon Imogiri. 
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b) Kalurahan Kerajinan Gabusan-Manding-Tembi (GMT) di 

Kapanewon Bantul dan Kapanewon Sewon; 

c) Kalurahan Kerajinan Krebet di Kalurahan Sendangsari 

Kapanewon Pajangan.Kalurahan Kerajinan Kasongan-Jipangan-

Gendeng-Lemahdadi (Kajigelem) di Kapanewon Kasihan; 

d) Kalurahan Kerajinan Panjangrejo Kapanewon Pundong; 

e) Kalurahan Wisata Serut; 

f) Kalurahan Wisata Trimulyo; dan 

g) Tempat Rekreasi dan Taman Bermain di Kalurahan Sitimulyo, 

Kapanewon Piyungan, serta wilayah lain dalam zonasi 

peruntukan pariwisata. 

e. Kawasan Peruntukan Permukiman 

Kawasan peruntukan permukiman terbagi menjadi permukiman 

perkotaan dan permukiman perKalurahanan. 

1) Rencana kawasan permukiman perkotaan di wilayah Kabupaten 

Bantul direncanakan seluas kurang lebih 10,72% dari luas wilayah 

Kabupaten Bantul penyebarannya difokuskan di wilayah Kapanewon 

Sewon, Kapanewon Banguntapan, Kapanewon Kasihan, Kapanewon 

Pajangan, Kapanewon Bantul, Kapanewon Pleret, dan Kapanewon 

Piyungan. 

2) Rencana Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun 

(Kasiba/Lisiba) Bantul Kota Mandiri di Kalurahan Guwosari, 

Kalurahan Sendangsari dan Kalurahan Triwidadi Kapanewon Pajangan 

dan di Kalurahan Bangunjiwo Kapanewon Kasihan direncanakan 

seluas kurang lebih 1.300 (seribu tiga ratus) Hektar. 

3) Rencana untuk kawasan permukiman perKalurahanan di wilayah 

Kabupaten Bantul direncanakan seluas kurang lebih 11,32% dari luas 

wilayah Kabupaten Bantul penyebarannya di seluruh Kapanewon di 

wilayah Kabupaten, kecuali Kapanewon Banguntapan. 

f. Kawasan Pertahanan dan Keamanan  

Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan, dengan sebaran 

sebagai berikut: 

a) Akademi Angkatan Udara dan Sekolah Penerbangan TNI Angkutan 

Udara di Kapanewon Banguntapan; 

b) Sekolah Polisi Negara di Kalurahan Selopamioro Kapanewon 

Imogiri; 
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c) Kompi Brimob Polda Daerah Istimewa Yogyakarta Gondowulung; 

d) Polisi Air Udara di Kalurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek; 

e) Pos Angkatan Laut di Kalurahan Srigading Kapanewon Sanden; 

dan 

f) Stasiun Radar di Kapanewon Kretek. 

 

3. Kawasan Strategis Kasultanan 

Kawasan Strategis Kasultanan merupakan bagian dari Kawasan 

Strategis Propinsi (KSP). Kawasan Strategis Kasultanan terdiri atas: 

1) Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri; 

2) Kawasan Sumbu Filosofi dari Tugu Pal Putih sampai dengan Panggung 

Krapyak; 

3) Kawasan Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede; 

4) Kawasan Masjid Pathok Nagoro; 

5) Kawasan Pantai Samas – Parangtritis; 

6) Kawasan Kerto – Pleret; 

 

2.1.1.1.3 Kawasan Rawan Bencana  

Berdasarkan Peraturan Daerah D.I.Y Nomor 10 Tahun 2023 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 – 

2043, disebutkan bahwa terdapat 7 Kawasan Khusus Rawan Bencana. 

Kabupaten Bantul masuk pada kawasan tersebut, sebagai berikut:  

1) kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi pada sebagian 

wilayah; 

2) kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi pada sebagian wilayah; 

3) kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi; 

4) kawasan rawan bencana gelombang dan abrasi tingkat tinggi pada 

sebagian wilayah; 

5) kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi pada sebagian wilayah; 

6) kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi pada sebagian wiayah; 

dan 

7) kawasan rawan bencana gunung api tingkat rendah (Kawasan rawan 

bencana I) pada sebagan wilayah. 

a. Peta Bahaya Bencana  

Peraturan Bupati Bantul Nomor 7 Tahun 2025 tentang Kajian Risiko 

Bencana Daerah Tahun 2025-2029 berisi potensi bencana di Daerah yang 
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meliputi 11 potensi bencana yaitu: gempa bumi, tsunami, banjir, tanah 

longsor, kekeringan, gelombang ekstrim, cuaca ekstrim, kebakaran hutan 

dan/atau lahan, wabah penyakit, likuifaksi, dan/atau kegagalan teknologi.  

Peta Bahaya Bencana di Kabupaten Bantul sebagai berikut: 

1) Gempabumi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9 Peta Bahaya Gempabumi.  

Bahaya gempabumi berpotensi berdampak pada seluruh 

kapanewon di Kabupaten Bantul. Hampir semua kapanewon di 

Kabupaten Bantul memiliki potensi bahaya gempabumi Tinggi, hanya 

di Kapanewon Sedayu yang memiliki potensi Sedang 

2) Tsunami; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10 Peta Bahaya Tsunami 
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Bahaya tsunami terdapat di lima kapanewon di Kabupaten 

Bantul yaitu Kapanewon Srandakan, Sanden, Kretek dengan kelas 

bahaya Tinggi dan Kapanewon Pundong Bambanglipuro dengan kelas 

bahaya Rendah. 

3) Banjir; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.11 Peta Bahaya Banjir 

Potensi bahaya banjir terdapat di semua kapanewon di 

Kabupaten Bantul dengan kelas bahaya Tinggi. Seluruh kapanewon di 

Kabupaten Bantul memiliki kelas bahaya banjir Tinggi, namun tidak 

semua kalurahan memiliki kelas bahaya tinggi. Terdapat kalurahan 

dengan kelas bahaya banjir sedang.  

4) Tanah Longsor; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.12 Peta Bahaya Tanah Longsor  
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Potensi bahaya tanah longsor berdampak pada sebagian besar 

kapanewon di Kabupaten dengan kelas sedang hingga tinggi. Kelas 

bahaya tinggi terdapat di Kapanewon Imogiri, sedangkan 11 kapanewon 

lain memiliki kelas bahaya sedang. Kapanewon Srandakan, Sanden, 

Bantul, Banguntapan, dan Sewon tidak memiliki potensi bahaya tanah 

longsor karena kondisi geografis yang tidak memiliki kemiringan lereng. 

5) Kekeringan; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.13 Peta Bahaya Kekeringan 

Potensi bahaya kekeringan berdampak pada seluruh kapanewon 

di Kabupaten Bantul dengan kelas bahaya Rendah hingga Sedang. 

Secara keseluruhan bahaya kekeringan di Kabupaten Bantul memiliki 

kelas bahaya Sedang. 

6) Gelombang Ekstrim dan Abrasi; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.14 Peta Bahaya Gelombang Ekstrim & Abrasi  
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Potensi penduduk terpapar bencana gelombang ekstrim dan 

abrasi per kapanewon di Kabupaten Bantul berada pada kelas Rendah. 

Bahaya gelombang ekstrim dan abrasi hanya terdapat di kapanewon 

yang terletak di tepi pantai sehingga hanya Kapanewon Srandakan, 

Sanden, dan Kretek saja yang berpotensi terdampak. 

7) Cuaca Ekstrim; 

 

Gambar 2.15 Peta Bahaya Cuaca Ekstrim 

Potensi bahaya cuaca ekstrim terdapat di semua kapanewon di 

Kabupaten Bantul dengan kelas bahaya Tinggi. Hanya Kapanewon 

Kasihan yang berada pada kelas bahaya Sedang, sedangkan 16 

kapanewon lain berada pada kelas bahaya Tinggi. 

8) Kebakaran Hutan dan/atau Lahan; 

 

Gambar 2.16 Peta Bahaya Kebakaran Hutan dan/atau Lahan  
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Potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan terdapat di semua 

kapanewon di Kabupaten Bantul dengan kelas bahaya Sedang hingga 

Tinggi. Sebagian besar kapanewon di Kabupaten Bantul memiliki kelas 

bahaya kebakaran hutan dan lahan Sedang, hanya Kapanewon Kretek, 

Pundong, dan Pandak yang memiliki kelas bahaya Tinggi. 

9) Wabah Penyakit;  

 

Gambar 2.17 Peta Bahaya Wabah Penyakit  

Wabah berpotensi terjadi di semua kapanewon di Kabupaten 

Bantul. Kelas bahaya wabah di setiap kapanewon berbeda-beda mulai 

dari rendah hingga tinggi. Kelas bahaya tinggi berada di Kapanewon 

Banguntapan dan Kasihan. Kelas bahaya sedang berada di Kapanewon 

Pleret, Piyungan, dan Sewon. Sedangkan kapanewon lain memiliki kelas 

bahaya rendah 

10) Likuifaksi; dan/atau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.18 Peta Bahaya Likuifaksi  
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Potensi bahaya likuifaksi terdapat hampir di semua kapanewon 

di Kabupaten Bantul. Hanya Kapanewon Dlingo yang tidak terdapat 

bahaya likuifaksi. Kelas bahaya likuifaksi di Kabupaten Bantul berada 

pada kelas bahaya Sedang. 

11) Kegagalan Teknologi. 

 

Gambar 2.19 Peta Bahaya Kegagalan Teknologi 

Bahaya kegagalan hanya terdapat di kapanewon yang dekat 

dengan sumber bahaya, yaitu Kapanewon Sedayu. Kelas bahaya 

kegagalan teknologi di Kabupaten Bantul berada pada kelas bahaya 

Sedang. 

Di wilayah Kabupaten Bantul juga terdapat potensi kejadian multi 

ancaman yaitu beberapa kejadian yang dapat terjadi dalam waktu yang 

bersamaan. Hasil analisis luas multibahaya dilakukan dengan 

menggabungkan beberapa  potensi  bencana  yang  mengancam  suatu  

wilayah. Penggabungan dilakukan dengan mempertimbangkan nilai 

maksimum dari setiap bencana yang terjadi sehingga gambaran bencana yang 

tampak pada analisis multibahaya adalah bencana yang memberikan 

pengaruh terbesar terhadap suatu wilayah. Analisis multibahaya juga 

dilakukan perhitungan pada luas multibahaya, kerentanan, kapasitas dan 

risiko multibahaya. Hasil perhitungan nilai potensi luas bahaya dapat dilihat 

pada tabel berikut. 
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Tabel 2.9 Rekapitulasi Bahaya di Kabupaten Bantul 

Jenis Bahaya 

Bahaya 

Luas Bahaya (Ha) Total Luas 

(Ha) 

Kelas 

Bahaya Rendah Sedang Tinggi 

Gempabumi 1.309 9.547 40.315 51.171 Tinggi 

Tanah Longsor 14 7.564 1.929 9.507 Tinggi 

Wabah Penyakit 42.219 7.087 1.864 51.171 Tinggi 

Kekeringan 25.942 25.228 - 51.171 Sedang 

Cuaca Ekstrim - 27.123 24.048 51.171 Tinggi 

Gelombang Ekstrim Dan 

Abrasi 
- - 299 299 Tinggi 

Banjir 385 9.869 7.792 18.046 Tinggi 

Kebakaran Hutan Dan 

Lahan 
- 12.835 3.204 16.039 Tinggi 

Likuifaksi - 32.312 1.183 33.495 Sedang 

Kegagalan Teknologi - 109 48 158 Sedang 

Tsunami 167 185 1.404 1.756 Tinggi 

Multibahaya 265 5.009 45.897 51.171 Tinggi 

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa dari 11 bahaya yang 

ada di Kabupaten Bantul, terdapat 9 bahaya (termasuk multibahaya) yang 

berada pada kelas bahaya tinggi yaitu gempabumi, tanah longsor, wabah 

penyakit, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, banjir, kebakaran 

hutan dan lahan, serta tsunami. Sedangkan bahaya kekeringan, likuifaksi, 

dan kegagalan teknologi berada pada kelas bahaya sedang. 

 

Gambar 2.20 Peta Bahaya Multibahaya (Multi_hazard) 
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b. Indeks Risiko Bencana (IRB) 

 Indeks Risiko Bencana dapat memberikan informasi tingkat risiko 

bencana tiap-tiap kabupaten/ kota di Indonesia. Perhitungan tingkat risiko di 

tiap kabupaten/kota dilakukan dengan memerhatikan factor hazard (factor 

bahaya), vulnerability (kerentanan), dan capacity (kapasitas) sesuai dengan 

bahaya yang dimiliki dan gabungan dari bahaya tersebut. Dengan demikian, 

Indeks Risiko Bencana ini merupakan penilaian seluruh kabupaten/kota di 

Indonesia berdasarkan risiko bencana yang ada.  

Tabel 2.10 Capaian Indeks Risiko Bencana Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 

Indeks Risiko Bencana 

(IRB) 
2020 2021 2022 2023 2024 

IRBI Bantul 187,20 157,30 167,97 149,27 129,50 

IRBI DIY 140,92 126,34 119,56 108,15 102,83 

Sumber: BNPB, 2025 

Indeks Risiko Bencana Kabupaten Bantul tahun 2024 adalah 129,5 

berkurang dari tahun 2023, namun masih masuk kelas “risiko sedang”. 

Komponen perhitungan selain dari bahaya (hazzard) adalah kapasitas 

yang diukur melalui Indeks Ketahanan Daerah (IKD). Berdasarkan penilaian 

terhadap 71 Indikator, diperoleh nilai IKD Kabupaten Bantul dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini. 

Tabel 2.11 Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Bantul Tahun 2022-2024 

No Prioritas 2022 2023 2024 

1 Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan 0,93 0,96 0,84 

2 Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu 0,77 0,80 0,80 

3 
Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan 

Logistik 
0,69 0,87 0,84 

4 Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana 0,63 0,63 0,81 

5 
Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi 

Bencana 
0,58 0,62 0,70 

6 
Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat 

Bencana 
0,36 0,48 0,75 

7 Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana 0,20 0,30 0,50 

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) 
0,50 

(Sedang) 

0,57 

(Sedang) 

0,72 

(Sedang) 

Sumber: BPBD, 2025 

Keterangan:  
Nilai indeks ketahanan daerah berada pada rentang nilai 0-1 
Dengan pembagian kelas Tingkat ketahanan daerah: 
Indeks <=0,4 adalah rendah 
Indeks 0,4-0,8 adalah sedang 
Indeks 0,8 – 1 adalah tinggi 

Berdasarkan hasil pengukuran IKD tersebut, nilai IKD kabupaten 

Bantul tahun 2024 adalah 0,72 meningkat dari tahun 2023 yang benilai 0,57. 

IKD Kabupaten Bantul Tahun 2024 nilai terendah  ada pada prioritas-7 

(Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana), dan terdapat 2 prioritas yang 
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mengalami penurunan yaitu: prioritas-1 (Perkuatan Kebijakan dan 

Kelembagaan) dan prioritas-3 (Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan 

Logistik). 

Penurunan nilai pada aspek 1 terjadi karena Pemerintah Kab Bantul 

belum menyusun dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang 

melibatkan berbagai pihak.Sementara penyusunan KRB dan RPB 

dilaksanakan tahun 24 dan baru disahkan menjadi Perbup tahun 2025 

dengan Peraturan Bupati nomor 7 tahun 2025 tentang Kajian Resiko 

Bencana Daerah tahun 2025-2029 dan Peraturan Bupati nomor 19 tahun 

2025 tentang Rencana Penanggulangan Bencana. Selanjutnya dalam rangka 

implementasi RPB, terbit Surat Edaran bupati Bantul no 

B/300.2.1/04054/BAPPEDA tentang Pemaduan unsur-unsur rencana 

Penanggulangan Bencana dalam perencanaan program dan anggaran daerah. 

Penurunan nilai pada aspek 3 terjadi karena Pemerintah Kabupaten 

bantul belum ada penilaian oleh pihak yang berwenang (pusat/daerah) 

terhadap kinerja personil penanggulangan bencana serta personil tersebut 

belum menjadi pemangku kepentingan kunci dalam merespon kejadian 

bencana di Bantul. Selain itu pengadaan kebutuhan peralatan dan logistik 

kebencanaan di Kab. Bantul belum sesuai dengan kebutuhan hasil kajian 

dan relevan dengan kebutuhan riil saat kondisi bencana. Selain itu 

Pergudangan logistik bencana belum pernah dinilai dari pihak luar terkait 

kualitas dan kuantitasnya. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan aspek 

pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik pada tahun 2025 

direncanakan membuat gudang logistik di Kantor BPBD Bantul dengan 

standar yang memenuhi kriteria penilaian. Sedangkan untuk meningkatkan 

kinerja personil penanggulangan bencana dalam hal penggunaan alat 

kebencanaan dan kemampuan untuk bertugas dilakukan melalui kegiatan 

Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana yang bertujuan untuk 

meningkatkan kapasitas dan keterampilan personil. 

 

2.1.1.1.4 Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 

Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja 

pengelolaan lingkungan hidup secara nasional yang dapat digunakan sebagai 

bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang 

berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Indeks 

Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah nilai yang 
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menggambarkan pengelolaan Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada 

waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, 

Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Lahan.  

Dalam melakukan penghitungan untuk mendapatkan nilai IKLH, Dinas 

Lingkungan Hidup melakukan pemantauan secara langsung maupun tidak 

langsung. Pemantauan secara langsung dilakukan untuk mendapatkan data 

primer IKA dan IKU, sementara untuk IKTL dilakukan penghitungan 

menggunakan data sekunder. 

Berdasarkan PermenLHK Nomor 27 Tahun 2021 perhitungan IKLH 

terdiri dari 3 indikator yaitu IKA, IKU dan IKL dengan porsi masing-masing 

indeks adalah 0.376 IKA, 0.405 IKU dan 0.219 IKL. Indeks Kualitas Air (IKA) 

terdiri dari 8 parameter yang diukur yaitu derajat keasaman (pH), oksigen 

terlarut (OD), kebutuhan oksigen biokimiawi (BOD), kebutuhan oksigen 

kimiawi (COD), padatan tersuspensi total (TSS), total fosfat (T-Phosphat), 

Nitrat dan Fecal Coli; Indeks Kualitas Udara (IKU) dengan parameter yang 

diukur yaitu: Nitrogen Dioksida (NO2) dan Sulfur Dioksida (SO2); dan Indeks 

Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) yang diukur berdasarkan luas tutupan lahan.  

Berdasarkan data dan hasil perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA), 

Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), maka 

dapat dihitung Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini. 

Tabel 2.12 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Bantul  

Tahun 2020-2024 

No Indeks Kualitas 2020 2021 2022 2023 2024 

1 
Indeks Kualitas 
Air (IKA) 

51,80 56 36,67 39,83 43,67 

2 
Indeks Kualitas 
Udara (IKU) 

85,18 83,28 86,34 88,16 88,02 

3 
Indeks Kualitas 
Tutupan Lahan 

(IKTL) 

54,82 55,21 64,34 59,34 61,02 

Indeks Kualitas 
Lingkungan Hidup 

(IKLH) 

63,02 66,87 62,84 63,68 65,43 

Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup 

Sumber: DLH Kabupaten Bantul, 2025 
Keterangan:  
Sangat baik (IKLH>80) 
Baik (70<IKLH≤80) 
Cukup Baik (60<IKLH≤70) 
Kurang Baik (50<IKLH≤60) 
Waspada (40<IKLH≤50) 

Capaian nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten 

Bantul tahun 2024 sebesar 65,43 meningkat dari tahun 2024, masuk kategori 

cukup baik. Data di atas masih menggunakan formula lama (PermenLHK 
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Nomor P.78/MENLHK/SETJEN/ SET.1/9/2016), sesuai dengan target yang 

ada dalam RPJMD.  

Berdasarkan data dan hasil perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA), 

Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), sesuai 

PermenLHK No. 27 Tahun 2021 didapat hasil sebagai berikut. 

Tabel 2.13 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2020-2024  

(Sesuai PermenLHK No. 27 Tahun 2021) 

No Indeks Kualitas 2021 2022 2023 2024 

1 Indeks Kualitas Air (IKA) 42,67 36,15 39,83 43,67 

2 Indeks Kualitas Udara (IKU) 83,28 86,34 88,16 88,02 

3 
Indeks Kualitas Tutupan 

Lahan (IKTL) 
25,36 45,45 40,35 43,83 

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 

(IKLH) 
55,32 58,51 59,52 61,67 

 Sedang Sedang Sedang Sedang 

Sumber: Dashboard KLHK, 2025 
Keterangan:  
Sangat baik (90≤IKLH≤100) 
Baik (70≤IKLH<90) 
Sedang (50≤IKLH<70) 
Kurang (25≤IKLH<50) 
Sangat Kurang (0≤IKLH<25) 
 
 

2.1.1.1.5 Indeks Ketahanan Pangan (IKP) 

IKP merupakan indeks komposit yang mengukur ketahanan dan 

kerentanan pangan wilayah dari tiga aspek, yaitu ketersediaan, 

keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan yang digunakan dalam 

penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan. Peta ini 

menggambarkan wilayah yang rentan terhadap kerawanan pangan.   

IKP memiliki peran yang sangat strategis dalam mengukur capaian 

pembangunan ketahanan pangan di suatu wilayah, mengukur kinerja daerah 

dalam memenuhi urusan wajib pemerintah, dan merupakan salah satu alat 

dalam menentukan prioritas pembangunan daerah dan prioritas intervensi 

program. Secara khusus, penyusunan IKP Nasional dilakukan dengan tujuan 

mengevaluasi capaian ketahanan pangan dan gizi wilayah kabupaten/kota 

dan provinsi, serta memberi gambaran peringkat (ranking) pencapaian 

ketahanan pangan wilayah kabupaten/kota dan provinsi dibandingkan 

dengan wilayah kabupaten/kota dan provinsi lain.  
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Tabel 2.14 Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 

Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 

IKP Kabupaten Bantul  79,73 80,06 80,38 82,07 82,92 

Ranking 142 130 123 116 105 

IKP DIY  80,67 81,43 80,88 83,17 84,15 

Rangking 4 3 5 6 5 

Sumber: Bapanas, 2025 

 Dari table di atas dapat dilihat, rangking Kabupaten Bantul secara 

nasional semakin membaik, yang artinya kinerja daerah dalam memenuhi 

urusan wajib ketahanan pangan semakin membaik. 

2.1.1.2 Aspek Demografi 

2.1.1.2.1 Laju Pertumbuhan Penduduk 

Keberhasilan pembangunan daerah tidak lepas dari kebijakan 

kependudukan yang berdampak terhadap dinamika penduduk suatu daerah. 

Kebijakan kependudukan pada hakikatnya merupakan pembangunan 

manusia secara menyeluruh. Secara umum kebijakan kependudukan 

didasarkan pada kondisi demografis daerah.  

Jumlah penduduk Kabupaten Bantul tahun 2020-2024 menurut data 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul cenderung 

meningkat. Secara rinci jumlah penduduk Kabupaten Bantul disajikan pada 

tabel di bawah ini. 

Tabel 2.15 Jumlah Penduduk Kabupaten Bantul Menurut Kapanewon  

Tahun 2020–2024 

No. Kapanewon 
Jumlah Penduduk (jiwa) 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 Srandakan 31.082 31.078 31.069 31.123 31.179 

2 Sanden 31.810 31.786 31.844 31.879 31.883 

3 Kretek 30.764 30.667 30.720 30.828 30.866 

4 Pundong 35.666 35.811 35.896 36.180 36.331 

5 Bambanglipuro 41.706 41.693 41.861 42.026 42.153 

6 Pandak 52.036 51.892 52.218 52.434 52.732 

7 Bantul 64.652 64.730 65.451 66.027 66.705 

8 Jetis 58.631 58.709 59.199 59.554 59.962 

9 Imogiri 63.835 63.820 64.281 64.723 65.013 

10 Dlingo 39.998 40.002 40.257 40.460 40.524 

11 Pleret 48.497 48.570 49.052 49.640 50.191 

12 Piyungan 52.862 53.025 53.457 54.112 54.691 

13 Banguntapan 113.298 113.684 115.127 116.177 117.875 

14 Sewon 100.563 100.872 101.431 102.256 103.238 

15 Kasihan 104.599 104.961 106.202 107.495 108.779 

16 Pajangan 36.551 36.768 37.281 37.740 38.113 

17 Sedayu 48.156 48.445 48.899 49.507 50.034 

Jumlah 954.706 956.513 964.245 972.161 980.269 

Pertumbuhan (%) 0,57 0,19 0,81 0,82 0,83  

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, diolah, 2025 
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Berdasarkan data pada tabel di atas, pertumbuhan jumlah penduduk 

Kabupaten Bantul pada tahun 2024 adalah 0,83% meningkat dibandingkan 

tahun 2022. Kenaikan ini cukup signifikan dibandingkan dengan laju 

pertumbuhan penduduk di masa pandemi covid-19 tahun 2020 dan tahun 

2021.  

Jumlah penduduk Kabupaten Bantul menurut wilayah kapanewon, 

terbanyak ada di Kapanewon Banguntapan, Kasihan dan Sewon. Daerah 

tersebut merupakan daerah percepatan pengembangan wilayah dan pusat-

pusat perekonomian sehingga secara umum menjadi daya tarik bagi 

penduduk untuk tinggal dilokasi tersebut.  

 

2.1.1.2.2 Komposisi Penduduk 

Kebijakan kependudukan perlu mempertimbangkan komposisi 

penduduk menurut kelompok usia, di mana ada perbedaan perlakuan 

terhadap kelompok usia produktif dan non produktif. Disamping itu kelompok 

usia dapat dibedakan menjadi kelompok pra kerja (usia muda atau 1000 hari 

pertama kehidupan sampai dengan usia sekolah pendidikan dasar), kelompok 

kerja (usia produktif) dan kelompok pasca kerja (usia lanjut/pensiun). 

Tabel 2.16 Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Usia Kabupaten Bantul 

Tahun 2020–2024 

No 
Kelompok 

Usia 

Jumlah Penduduk (Jiwa) 
Proporsi 2024 (%) 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 0 – 4 59.539 59.207 59.634 57.300 54.670 5,58 

19,71 2 5 – 9 69.111 68.092 66.877 66.343 66.273 6,76 

3 10 – 14 72.451 73.244 73.462 72.771 72.311 7,38 

4 15 – 19 66.698 65.845 67.128 68.913 71.450 7,29 

69,57 

5 20 – 24 65.883 66.389 67.164 68.297 68.878 7,03 

6 25 – 29 67.959 68.474 68.236 67.884 67.953 6,93 

7 30 – 34 65.634 65.952 66.976 68.179 68.943 7,03 

8 35 – 39 75.793 73.867 70.939 68.885 67.642 6,90 

9 40 – 44 73.010 73.867 76.039 76.730 76.905 7,85 

10 45 – 49 68.073 69.495 69.154 70.703 72.635 7,41 

11 50 – 54 67.487 67.217 68.528 67.973 66.860 6,82 

12 55 – 59 59.606 60.798 61.455 63.389 65.685 6,70 

13 60 – 64 51.923 52.007 53.728 55.099 55.032 5,61 

14 65 – 69 33.929 35.888 38.087 41.080 43.654 4,45 

10,71 15 70 – 74 21.111 21.771 23.429 24.808 26.987 2,75 

16 > 75 36.499 34.400 33.409 33.807 34.391 3,51 

JUMLAH 954.706 956.513 964.245 972.161 980.269 100,00 100,00 

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, diolah, 2025 
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Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa proporsi penduduk 

Kabupaten Bantul pada tahun 2024 didominasi kelompok usia produktif (15-

64 tahun) sebesar 69,57%, sementara itu penduduk kelompok usia muda (0-

14 tahun) sebesar 19,71%, dan kelompok usia lanjut (di atas 64 tahun) 

sebesar 10,71%. Penduduk usia muda dan penduduk usia lanjut disebut juga 

penduduk non produktif.  

Komposisi penduduk menurut jenis kelamin diperlukan guna 

menentukan kebijakan yang berperspektif gender. Informasi mengenai 

komposisi jenis kelamin penduduk di Kabupaten Bantul dapat menjadi acuan 

dalam pengambilan kebijakan sehingga kelompok penduduk laki – laki dan 

perempuan dapat memiliki akses yang sama untuk berperan dalam 

pembangunan serta menerima manfaat dari pembangunan secara adil dan 

setara. 

Tabel 2.17 Komposisi Penduduk menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin (%) 

Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 

Uraian 
2020 2021 2022 2023 2024 

Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % 

Laki Laki 475.871 49,84 476.315 49,80 479.742 49,75 483.891 49,77 488.162 49,80 

Perempuan 478.835 50,16 480.198 50,20 484.503 50,25 488.270 50,23 492.107 50,20 

Rasio Jenis 
Kelamin (%) 

99,38 99,19 99,02 99,10 99,20 

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, 2025 

Penduduk laki-laki Kabupaten Bantul dari tahun ke tahun lebih sedikit 

dari jumlah perempuannya, sehingga rasio jenis kelamin dibawah 100%.  

 

2.1.1.2.3 Kepadatan Penduduk 

Kepadatan penduduk adalah banyaknya penduduk per satuan luas. 

Dilihat dari kepadatan penduduk kapanewon, penyebaran penduduk di 

Kabupaten Bantul masih belum merata, sebagaimana disajikan pada tabel 

berikut. 

Tabel 2.18 Kepadatan Penduduk Geografis di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 

No Kapanewon 

Luas Kepadatan (jiwa/km2) 

Sebelum 
Tahun 
2023 
(km2) 

Tahun 
2023 
(km2) 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 Srandakan 18,32 18,51 1.696,62 1.696,40 1.695,91 1.681,38 1.684,44 

2 Sanden 23,16 23,11 1.373,49 1.372,45 1.374,96 1.379,23 1.379,62 

3 Kretek 26,77 26,47 1.149,20 1.145,57 1.147,55 1.164,65 1.166,07 

4 Pundong 23,68 23,11 1.506,17 1.512,29 1.515,88 1.565,58 1.572,09 

5 Bambanglipuro 22,7 23,1 1.837,27 1.836,70 1.844,10 1.819,68 1.824,81 

6 Pandak 24,3 24,26 2.141,40 2.135,47 2.148,89 2.160,98 2.173,62 

7 Bantul 21,95 21,81 2.945,42 2.948,97 2.981,82 3.027,66 3.058,46 
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No Kapanewon 

Luas Kepadatan (jiwa/km2) 

Sebelum 
Tahun 
2023 
(km2) 

Tahun 
2023 
(km2) 

2020 2021 2022 2023 2024 

8 Jetis 24,47 23,53 2.396,04 2.399,22 2.419,25 2.531,12 2.548,32 

9 Imogiri 54,49 54,92 1.171,50 1.171,22 1.179,68 1.178,53 1.183,78 

10 Dlingo 55,87 59,54 715,91 715,98 720,55 679,57 680,62 

11 Pleret 22,97 24,2 2.111,32 2.114,50 2.135,48 2.051,27 2.074,01 

12 Piyungan 32,54 33,26 1.624,52 1.629,53 1.642,81 1.627,01 1.644,35 

13 Banguntapan 28,48 28,42 3.978,16 3.991,71 4.042,38 4.087,76 4.147,61 

14 Sewon 27,16 27,9 3.702,61 3.713,99 3.734,57 3.664,88 3.700,29 

15 Kasihan 32,38 32,09 3.230,36 3.241,54 3.279,86 3.349,36 3.389,81 

16 Pajangan 33,25 33,29 1.099,28 1.105,80 1.121,23 1.133,70 1.144,88 

17 Sedayu 34,36 34,19 1.401,51 1.409,92 1.423,14 1.448,11 1.463,41 

  

Kepadatan 
Penduduk 
Geografis 
Kabupaten 
Bantul 

506,85 511,706 1.883,61 1.887,17 1.902,43 1.899,84 1.915,69 

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, diolah, 2025 

 

Pada tahun 2024 kepadatan penduduk Kabupaten Bantul meningkat 

menjadi 1.915,69 jiwa untuk setiap km2. Kepadatan penduduk tertinggi ada 

di 3 (tiga) wilayah kapanewon yang berbatasan langsung dengan Kota 

Yogyakarta dan Kabupaten Sleman yaitu Kapanewon Banguntapan, 

Kapanewon Sewon dan Kapanewon Kasihan. Sementara itu kepadatan 

penduduk geografis terendah ada di wilayah dataran tinggi yang berbatasan 

dengan Kabupaten Gunungkidul yaitu Kapanewon Dlingo.  

Dari data di atas dapat dilihat bahwa hampir di semua kapanewon 

mengalami peningkatan kepadatan penduduk. Hal ini perlu diwaspadai 

terkait kebijakan alih fungsi lahan pertanian, karena dengan semakin 

pesatnya pertambahan penduduk akan menyebabkan masalah daya dukung 

lingkungan menjadi semakin terbatas, dan akan berdampak pada 

peningkatan alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman.  

 

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 

2.1.2.1 Aspek Kesejahteraan Ekonomi 

2.1.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator kemampuan 

suatu daerah dalam meningkatkan kapasitas produksi secara 

berkesinambungan. Perkembangan produksi barang dan jasa di suatu 

wilayah perekonomian pada tahun tertentu terhadap nilai tahun sebelumnya 

yang dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan.  
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Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) ADHK Kabupaten Bantul tahun 

2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 2.19 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Bantul, DIY dan 

Nasional Tahun 2020-2024 

Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 

LPE Kabupaten Bantul (%) -1,65 5,00 5,19 5,06 5,04 

LPE DIY (%) -2,67 5,58 5,15 5,07 5,03 

LPE Nasional (%) -2,07 3,70 5,31 5,05 5,03 

Sumber: BPS, 2025 

Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Bantul pada tahun 2020 

mengalami kontraksi yang sangat besar atau mengalami pertumbuhan negatif 

sebesar -1,65%. Penurunan tersebut disebabkan pandemic covid-19 yang 

terjadi sejak awal maret 2020. Perekonomian Bantul selama 2021 tumbuh 

sebesar 5,00 persen, selanjutnya pada tahun 2022 perekonomian Kabupaten 

Bantul mulai mengalami perbaikan. Pada tahun 2023 dan 2024 nilai LPE 

Kabupaten Bantul, DY dan Nasional mengalami penurunan.  

Besarnya pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha tahun 2020-

2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 2.20 Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (%)  

Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 

No 
Kategori/Industri/Lapangan 

Usaha 
2020 2021 2022 2023 2024 

1 
Pertanian, Kehutanan dan 

Perikanan 
4,80 1,59 1,54 0,92 0,84 

2 Pertambangan dan Penggalian -11,32 -  5,46 2,39 2,38 0,50 

3 Industri Pengolahan -  4,71 0,59 3,53 4,44 3,75 

4 Pengadaan Listrik, Gas -  1,77 2,14 6,72 7,13 10,27 

5 
Pengadaan Air, Pengelolaan 

sampah, limbah dan daur ulang 
0,16 6,28 4,06 3,40 1,37 

6 Konstruksi -13,78 11,27 5,72 5,13 8,42 

7 
Perdagangan dan Reparasi 

Mobil dan Motor 
-  4,20 1,07 5,37 4,38 4,49 

8 Transportasi dan Pergudangan -12,58 3,69 14,69 7,73 6,67 

9 
Penyediaan Akomodasi dan 

Makan Minum 
-11,55 6,72 12,70 8,53 8,21 

10 Informasi dan Komunikasi 19,89 15,83 3,88 4,72 4,21 

11 Jasa Keuangan dan Asuransi -  2,41 1,76 5,81 11,76 7,45 

12 Real Estate 0,23 0,04 3,25 3,83 4,14 

13 Jasa Perusahaan -14,40 7,75 7,13 8,42 5,39 

14 

Administrasi Pemerintahan, 

Pertahanan, dan Jaminan Sosial 

Wajib 

-  1,96 -  0,72 3,32 2,46 6,59 

15 Jasa Pendidikan 3,79 4,95 0,91 5,35 4,47 

16 
Jasa Kesehatan dan Kegiatan 

Sosial 
18,86 3,98 4,61 6,37 5,41 

17 Jasa Lainnya -11,21 15,14 12,32 10,05 3,79 

PDRB  -  1,65 5,00 5,19 5,06 5,04 

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2025 
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Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2024 terjadi penurunan 

pertumbuhan PDRB, dari 17 lapangan usaha, 12 lapangan usaha mengalami 

penurunan pertumbuhan termasuk 3 sektor unggulan Kabupaten Bantul 

yaitu sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; sektor Industri Pengolahan 

dan sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. 

 

2.1.2.1.2 Laju Inflasi 

Inflasi secara sederhana diartikan sebagai kenaikan harga secara 

umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Tinggi rendahnya 

inflasi dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya adalah keseimbangan 

antara permintaan (demand) dan penawaran (supply), biaya produksi, jumlah 

uang beredar, nilai tukar dan ekspektasi.  

Mulai tahun 2020 BPS Kabupaten Bantul sudah tidak menghitung laju 

inflasi karena perubahan indeks harga di Kabupaten Bantul relatif mirip 

dengan perubahan indeks harga di Kota Yogyakarta, sehingga angka inflasi 

Kabupaten Bantul menggunakan data inflasi Kota Yogyakarta. Perkembangan 

tingkat inflasi Kabupaten Bantul selama lima tahun terakhir dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini. 

Tabel 2.21 Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Bantul, Kota Yogyakarta dan 

Nasional Tahun 2020-2024 

Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 

Laju Inflasi Kabupaten Bantul 1,4 2,29 6,49 3,17 1,73 

Laju Inflasi Kota Yogyakarta/DIY 1,4 2,29 6,49 3,17 1,73 

Laju Inflasi Nasional 1,68 1,87 5,51 2,61 1,57 

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2025 

Berdasarkan data tabel di atas, laju inflasi pada tahun 2022 merupakan 

laju inflasi tertinggi. Hal ini disebabkan oleh adanya kenaikan bensin dan 

bahan bakar rumah tangga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, 

sedangkan inflasi terendah terjadi pada tahun 2024.  

Inflasi sepanjang tahun 2024 berhasil dikendalikan dengan baik, 

tercatat sebesar 1,73 persen secara tahunan (year-on-year). Secara tahunan, 

jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 6,49 persen dan 

tahun 2023 sebesar 3,17 persen. Penurunan ini didorong oleh stabilitas harga 

bahan pokok, seperti beras, yang tahun ini tidak mengalami lonjakan berarti. 

Dinamika naik turunnya inflasi Kabupaten Bantul sejalan dengan 

Inflasi Nasional. Kabupaten Bantul membentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah 

(TPID) untuk menjaga tingkat inflasi yang rendah dan stabil.  Kegiatan 

koordinasi secara periodik dilaksanakan guna mengidentifikasi dan 
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menentukan solusi dalam pengendalian inflasi. Upaya yang dilakukan 

Pemerintah Kabupaten Bantul dalam pengendalian harga tertuang dalam 

Peraturan Bupati Bantul nomor 15 tahun 2022 tentang Peta Jalan (Roadmap) 

Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2022-2024 yang mencakup 4 (empat) 

strategis pengendalian yaitu: keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, 

kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. 

 

2.1.2.1.3 Rasio Gini 

Rasio Gini merupakan salah satu indikator untuk mengetahui 

distribusi dan ketimpangan pendapatan penduduk. Nilai Rasio Gini berkisar 

antara 0 hingga 1. Semakin mendekati 1 maka dikatakan tingkat 

ketimpangan pendapatan penduduk makin melebar, atau mendekati 

ketimpangan sempurna. Sebaliknya, semakin mendekati 0 distribusi 

pendapatan penduduk semakin merata, atau mendekati pemerataan 

sempurna. Menurut Harry T. Oshima, nilai Rasio Gini dibagi menjadi tiga 

tingkatan, jika nilai kurang dari 0,3 masuk dalam kategori ketimpangan 

“rendah”; nilai antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan 

“moderat”; dan jika nilainya lebih besar dari 0,5 dikatakan berada dalam 

ketimpangan “tinggi”.  

Tabel 2.22 Rasio Gini Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional Tahun 2020-2024 

Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 

Rasio Gini Kabupaten Bantul 0,418 0,441 0,410 0,454 0,417 

Rasio Gini DIY 0,434 0,441 0,439 0,449 0,435 

Rasio Gini Nasional 0,385 0,384 0,384 0,388 0,379* 

Sumber: BPS, 2025 
Keterangan *:  Data Semester 1 2024 

Tingkat kesenjangan di Kabupaten Bantul pada kurun waktu 2020-

2024 masih tergolong dalam kategori “kesenjangan sedang” karena berkisar 

antara 0,400-0,500. Pada tahun 2024 hampir seluruh Kabupaten/Kota se DIY 

mengalami penurunan. Gini rasio Kabupaten Bantul tahun 2024 adalah 

0,417 turun dari tahun 2023. 

 

2.1.2.1.4 Tingkat Kemiskinan 

Kemiskinan merupakan permasalahan kompleks dan krusial dalam 

pembangunan di Kabupaten Bantul. Kemiskinan adalah keadaan dimana 

terjadi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti 

makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan.  
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Tabel 2.23 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional  

Tahun 2020–2024 

Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 

Tingkat Kemiskinan  

Kabupaten Bantul 
13,50 14,04 12,27 11,96 11,66 

Tingkat Kemiskinan  
D.I Yogyakarta 

12,28 12,80 11,34 11,04 10,83 

Tingkat Kemiskinan 

Nasional 
9,78 10,14 9,54 9,36 9,03 

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2025 

Pada Tahun 2024 tingkat kemiskinan Kabupaten Bantul menurun 

menjadi 11,66% atau lebih rendah 0,30% dibandingkan tahun 2023.  Tingkat 

kemiskinan di Bantul relatif lebih tinggi dibandingkan kemiskinan DIY dan 

Nasional. 

Kemiskinan bukan hanya masalah jumlah jiwa atau proporsi penduduk 

miskin (P0) tetapi juga menyangkut kedalaman kemiskinan (P1) dan 

keparahan kemiskinan (P2). Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengukur 

sejauh mana perbedaan antara rerata pengeluaran maskin dari garis 

kemiskinannya. Semakin tinggi nilai P1, maka semakin jauh rerata 

pengeluaran masyarakat miskin dari garis kemiskinannya.  Indeks Keparahan 

Kemiskinan (P2) mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran diantara 

penduduk miskin. Semakin tinggi nilai P2, semakin tinggi pula ketimpangan 

pengeluaran diantara penduduk miskin. 

Tabel 2.24 Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Bantul Tahun 2020–2024 

No. Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 

1 
Garis Kemiskinan 

(Rp/Kap/Bln) 
405.613 418.265 445.511 488.340 510.740 

2 
Jumlah Penduduk Miskin 

(jiwa) 
138.660 146.980 130.130 128.510 126,930 

3 Tingkat Kemiskinan (%) 13,5 14,04 12,27 11,96 11,66 

4 
Indeks Kedalaman 

Kemiskinan (P1) 
1,85 2,24 2,11 1,79 2,18 

5 
Indeks Keparahan 
Kemiskinan (P2) 

0,43 0,54 0,50 0,44 0,56 

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2025 

Tahun 2024 garis kemiskinan meningkat dari tahun 2023, tingkat 

kemiskinan dan jumlah penduduk miskin menurun, namun indeks 

kedalaman dan keparahan kemiskinan meningkat.  

Tabel 2.25 Jumlah Penduduk Miskin (jiwa) per Kapanewon  

di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2023 

No Kapanewon 2020 2021 2022 2023 

1 Bambanglipuro 6.698 9.262 4.974 4.656 

2 Banguntapan 8.224 7.981 6.566 8.312 

3 Bantul 6.309 5.743 6.734 6.039 

4 Dlingo 9,775 9.241 10.531 10.441 

5 Imogiri 13.949 13.099 14.529 14.471 

6 Jetis 8.895 8.274 9.053 8.827 
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No Kapanewon 2020 2021 2022 2023 

7 Kasihan 10.836 9.820 9.021 10.435 

8 Kretek 3,562 4.906 3.350 3.188 

9 Pajangan 8.897 9.551 10.207 9.824 

10 Pandak 11.453 13.198 8.167 7.322 

11 Piyungan 7.708 7.530 4.980 5.224 

12 Pleret  8.731 8.672 8.814 8.791 

13 Pundong 6.516 9.045 5.760 5.212 

14 Sanden 5.110 6.698 4.959 4.620 

15 Sedayu 6.015 6.650 7.903 7.260 

16 Sewon 10.579 9.594 8.954 9.332 

17 Srandakan 5.403 7.716 5.628 4.556 

Total 138.660 146.980 130.130 128.510 

Sumber: Dinas Sosial dan Bappeda Kabupaten Bantul, diolah 2023 

Pada tahun 2021 kapanewon dengan kemiskinan tertinggi di Kabupaten 

Bantul adalah Kapanewon Imogiri, Kapanewon Pandak dan Kapanewon 

Kasihan. Pada tahun 2022 kapanewon dengan kemiskinan tertinggi adalah 

Kapanewon Imogiri, Kapanewon Dlingo dan Kapanewon Pajangan. Perubahan 

daerah kantong kemiskinan ini disebabkan oleh perbedaan baseline data, 

tahun 2021 menggunakan data DTKS sedangkan tahun 2022 menggunakan 

Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang 

diperoleh dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan 

Kebudayaan Republik Indonesia. 

Pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan verifikasi 

Data Kemiskinan Ekstrim melalui Musyawarah Kalurahan dengan dasar 

Indikator Kesejahteraan Sosial (IKS) Kabupaten Bantul yang hasilnya 

ditetapkan melalui SK Bupati Bantul Nomor 131 Tahun 2023 tentang Data 

Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE) dengan 

jumlah 24.296 jiwa. Data ini menjadi prioritas penanganan kemiskinan 

ekstrim di Kabupaten Bantul mulai tahun 2023. 

Selanjutnya pada tahun 2024 telah ditetapkan SK Bupati Nomor 157 

tahun 2024 tentang Data Percepatan Pensasaran Penghapusan Kemiskinan 

Ekstrem dengan jumlah sasaran menjadi 23.496 jiwa. 

 

2.1.2.1.5 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 

Ada dua jenis pengangguran yaitu pengangguran terbuka (open 

unemployment) dan setengah pengangguran (disguised unemployment). 

Pengangguran Terbuka adalah orang yang tidak punya pekerjaan dan sedang 

mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan usaha. Setengah 

pengangguran adalah orang yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang 
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dari 35 jam seminggu dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia 

menerima pekerjaan). Jumlah pengangguran Kabupaten Bantul dalam kurun 

waktu 5 tahun terakhir terus mengalami penurunan. 

Tabel 2.26 Jumlah Pengangguran Terbuka Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 

Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 

Kabupaten Bantul 24.783 24.075 24.875 22.783 21.981 

Sumber: BPS, 2024 

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan perbandingan antara 

jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja terdapat pada tabel di 

bawah ini. 

Tabel 2.27 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bantul, DIY dan 

Nasional Tahun 2020-2024 

Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 

TPT Kabupaten Bantul 4,06 4,04 3,97 3,78 3,62 

TPT DIY 4,57 4,56 4,06 3,69 3,48 

TPT Nasional 7,07 6,49 5,86 5,32 4,91 

Sumber: BPS, 2025 

Data menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka turun dari 3,78% di 

tahun 2023 menjadi 3,62% di tahun 2024, namun lebih tinggi dibandingkan 

DIY. Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi pengangguran 

yaitu program peningkatan kesempatan kerja, penempatan tenaga kerja, 

transmigrasi umum, perlindungan dan pengembangan ketenagakerjaan, 

peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, dan perluasan tenaga 

kerja. 

 

2.1.2.2 Aspek Kesejahteraan Sosial Budaya 

2.1.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)  

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit yang 

menggambarkan tingkat pembangunan manusia. IPM diukur dengan 

pendekatan tiga dimensi yaitu kesehatan, pengetahuan dan dimensi hidup 

layak. Penghitungan IPM untuk dimensi pengetahuan menggunakan 

indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Harapan Lama Sekolah (HLS). 

Dimensi standar hidup layak menggunakan indikator Produk Nasional Bruto 

(PNB) per kapita, sedangkan untuk menghitung dimensi kesehatan 

menggunakan indikator Usia Harapan Hidup saat lahir (UHH). Metode 

agregasinya disempurnakan menjadi rata-rata geometrik. Ketidaktersediaan 

data PNB di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, digunakan proksi 
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pengeluaran perkapita yang disesuaikan, dari data hasil Survei Sosial 

Ekonomi Nasional (Susenas).  

Tabel 2.28 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bantul, DIY dan 

Nasional Tahun 2020–2024 

Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 

IPM Kabupaten Bantul 80,36 80,63 81,04 81,74 82,05 

IPM D.I Yogyakarta 79,95 80,22 80,65 81,09 81,62 

IPM Nasional 72,81 73,16 73,77 74,39 75,02 

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2025 

Berdasarkan hasil penghitungan IPM, dapat dilihat bahwa selama lima 

tahun terakhir nilai IPM Kabupaten Bantul menunjukkan perkembangan 

yang positif. Nilai IPM terus mengalami peningkatan mencapai 82,05 pada 

tahun 2024 dengan level capaiannya menjadi sangat tinggi (IPM ≥ 80). 

Capaian IPM Kabupaten Bantul konsisten naik dari tahun ke tahun dan 

lebih tinggi dibandingkan DIY dan nasional. Hal ini menunjukkan kinerja 

pembangunan pada dimensi pendidikan, kesehatan dan ekonomi semakin 

dirasakan dan bermanfaat bagi masyarakat. 

IPM Kabupaten Bantul masih dapat ditingkatkan antara lain dengan 

peningkatan laju pertumbuhan indeks kesehatan yaitu lebih mengutamakan 

perbaikan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan kemudahan 

akses sarana kesehatan yang tersedia, penggunaan air bersih, keberadaan 

fasilitas BAB penduduk dan kualitas kesehatan lingkungan tempat tinggal 

penduduk; peningkatan laju pertumbuhan indeks pengetahuan yaitu dengan 

meningkatkan partisipasi sekolah penduduk melalui upaya semua anak usia 

sekolah (SD-SLTA) bisa bersekolah dan tidak putus sekolah; peningkatan laju 

pertumbuhan indeks pengeluaran dengan meningkatkan daya beli penduduk 

melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita, 

membuka lapangan usaha baru, dan adanya program bantuan sosial 

pemerintah seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga 

Harapan (PKH).  

 

2.1.2.2.1.1 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 

Angka RLS adalah rata-rata jumlah tahun belajar penduduk usia 25 

tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak 

termasuk tahun yang mengulang).  
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Tabel 2.29 Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Bantul, DIY  

dan Nasional Tahun 2020–2024 

Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 

RLS Kabupaten Bantul 9,55 9,57 9,59 9,79 9,81 

RLS D.I Yogyakarta 9,55 9,64 9,75 9,83 9,92 

RLS Nasional 8,48 8,54 8,69 8,77 8,85 

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2025 

Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Bantul terus mengalami 

peningkatan dan mencapai 9,81 pada tahun 2024, artinya setiap penduduk 

usia 25 tahun ke atas menamatkan pendidikan jenjang SMP. Angka RLS di 

Kabupaten Bantul lebih rendah  dibandingkan RLS DIY, meski demikian lebih 

tinggi dibanding RLS Nasional. 

Upaya peningkatan RLS di Kabupaten Bantul perlu dilakukan dengan 

menekan Angka Putus Sekolah (APS) melalui kebijakan Bantuan Operasional 

Sekolah (BOS) dan Jaring Pengaman Sosial (JPS) bidang pendidikan.  

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terbukti efektif dalam menekan 

Angka Putus Sekolah (APS) di Kabupaten Bantul. Hal ini dapat dilihat dari 

jumlah anak putus sekolah sebelum adanya BOS dengan sesudah adanya 

BOS.  

 

2.1.2.2.1.2 Harapan Lama Sekolah (HLS) 

Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah 

(dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu 

di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap 

bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk 

yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. HLS 

merupakan indikator kinerja daerah dalam bidang pendidikan. AHLS 

digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan bidang pendidikan di 

berbagai jenjang dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang 

diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.  

Tabel 2.30 Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Bantul, DIY  

dan Nasional Tahun 2020 – 2024 

Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 

HLS Kabupaten Bantul 15,17 15,38 15,48 15,61 15,63 

HLS D.I Yogyakarta 15,59 15,64 15,65 15,66 15,70 

HLS Nasional 12,98 13,08 13,1 13,15 13,21 

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2025 

HLS di Kabupaten Bantul terus mengalami peningkatan dan mencapai 

angka 15,63 pada tahun 2024, artinya setiap anak memiliki peluang 

menempuh pendidikan sampai jenjang Perguruan Tinggi. Angka HLS di 
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Kabupaten Bantul lebih rendah dibandingkan HLS DIY, meski demikian 

memiliki peluang bersekolah lebih tinggi dibanding HLS Nasional.  

 

2.1.2.2.1.3 Usia Harapan Hidup (UHH) 

Usia Harapan Hidup (UHH) saat lahir didefinisikan sebagai rata-rata 

perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir.  

Tabel 2.31 Perkembangan Usia Harapan Hidup Kabupaten Bantul, DIY dan 

Nasional Tahun 2020–2024 

Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 

UHH Kabupaten Bantul 74,58 74,60 74,61 74,64 74,80 

UHH D.I Yogyakarta 74,95 75,04 75,11 75,18 75,36 

UHH Nasional 73,37 73,46 73,70 73,93 74,15 

Sumber: BPS, 2025 

UHH di Kabupaten Bantul terus mengalami peningkatan dari tahun ke 

tahun. Pada tahun 2023 UUH adalah 74,80 tahun. Angka UHH di Kabupaten 

Bantul lebih rendah dibandingkan UHH DIY, namun demikian lebih tinggi 

dibanding UHH Nasional  

Peningkatan UHH ini dipengaruhi oleh multifaktor yang meliputi faktor 

sosial, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Pada dimensi kesehatan faktor-

faktor yang berpengaruh antara lain Angka Kematian Ibu (AKI), Angka 

Kematian Bayi (AKB), prevalensi balita gizi buruk, prevalensi HIV /AIDS, dan 

angka kesakitan (Incidence Rate/ IR) DBD. Penyakit Tidak Menular (PTM) juga 

memengaruhi pencapaian indikator UHH. Kelompok PTM, seperti stroke, 

Diabetes Mellitus, kanker, hipertensi merupakan kelompok penyakit 

penyebab kematian terbanyak di Indonesia, dengan kecenderungan 

meningkat. Peningkatan PTM jelas berdampak negatif pada produktivitas 

masyarakat. Di sisi lain, penyakit menular masih merupakan masalah 

kesehatan. Kondisi morbiditas dan mortalitas PTM makin meningkat disertai 

dengan masih banyaknya penyakit menular di masyarakat, akan menjadikan 

beban ganda dalam pelayanan kesehatan sekaligus tantangan yang harus 

dihadapi dalam pembangunan bidang kesehatan. Untuk itu penanganan 

penyakit menular dan tidak menular harus dilakukan secara komprehensif 

dan sistematis.  

 

2.1.2.2.1.4 Pengeluaran Perkapita  

Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi 

semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya 

anggota rumah tangga yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli.  
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Tabel 2.32 Perkembangan Pengeluaran Perkapita Disesuaikan  

(Ribu rupiah/orang/tahun) Tahun 2020 – 2024 

Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 

Kabupaten Bantul 15.517 15.545 16.002 16.524 16.851 

D.I Yogyakarta 14.015 14.111 14.482 14.924 15.361 

Nasional 11.013 11.156 11.479 11.899 12.341 

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2025 

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, pengeluaran rata-rata 

penduduk Kabupaten Bantul di atas DIY dan Nasional. Pada tahun 2024, 

pengeluaran perkapita Kabupaten Bantul sebesar 

Rp.16.851.000/kapita/tahun, DIY Rp.15.361.000/kapita/tahun dan 

Nasional Rp12.341.000/kapita/tahun. 

Data pengeluaran dapat mengungkap tentang pola konsumsi rumah 

tangga secara umum menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk 

makanan dan non makanan. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat 

dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, 

makin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total 

pengeluaran makin membaik tingkat kesejahteraan. 

Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan 

bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada 

pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi 

pengeluaran bukan makanan. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat 

dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan 

penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk 

perubahan tingkat kesejahteraan. 

Tabel 2.33 Persentase Pengeluaran Konsumsi di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 

Jenis Pengeluaran Konsumsi 2020 2021 2022 2023 2024 

Non Makanan 57,63 57,29 57,29 59,12 56,44 

Makanan 42,47 42,7 42,7 40,87 43,56 

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2025 

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, persentase pengeluaran non 

makanan penduduk Bantul lebih dominan dibandingkan pengeluaran 

makanan. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat perekonomian penduduk 

di Kabupaten Bantul cukup baik. 

2.1.2.2.2 Indeks Pembangunan Gender (IPG) 

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah angka pencapaian 

kemampuan dasar pembangunan manusia sama seperti IPM, namun terpilah 

antara laki-laki dan perempuan. IPG menghitung pembagian antara Indeks 
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Pembangunan Manusia (IPM) perempuan/Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM) laki-laki yang digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan 

manusia antara laki-laki dan perempuan.   Dikatakan tidak ada kesenjangan 

pembangunan apabila nilai IPG sama dengan IPM. 

Tabel 2.34 Indeks Pembangunan Gender (menggunakan UHH hasil SP2020 LF)  

di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024 

Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 

IPG Kabupaten Bantul 95,68 95,75 95,93 95,90 96,05 

IPG DIY 94,80 94,93 95,02 94,98 95,40 

IPG Nasional 91,35 91,6 92,05 92,29 92,46 

Sumber: BPS, 2025 

Pada kurun waktu 2020-2024 capaian IPG Kabupaten Bantul dengan 

nilai 96,05 pada tahun 2024. Nilai IPG Bantul tahun 2024 lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan IPG provinsi dan nasional. Ini menunjukkan kualitas 

hidup perempuan dari dimensi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi di Bantul 

pada umumnya lebih baik dibandingkan di tingkat provinsi dan nasional. 

2.1.2.2.3 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang 

tersusun dari beberapa variabel yang mencerminkan tingkat keterlibatan 

wanita dalam proses pengambilan keputusan dibidang politik dan ekonomi. 

IDG menitikberatkan pada partisipasi, dengan cara mengukur ketimpangan 

gender di bidang ekonomi, partisipasi politik, dan pengambilan keputusan. 

Tabel 2.35 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Bantul Tahun 

2020-2024 

Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 

IDG Kabupaten Bantul 64,78 65,27 65,03 70,35 75,97 

IDG DIY 74,73 76,7 76,87 78,46 74,65 

IDG Nasional 75,57 76,26 76,59 76,90 77,62 

Sumber: BPS, 2025 

Pada tahun 2024 Kabupaten Bantul mengalami peningkatan capaian 

IDG yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya yang dari nilai 70,35 

menjadi 75,97. IDG Kabupaten Bantul lebih tinggi dibanding IDG DIY namun 

masih rendah jika dibandingkan IDG Nasional, artinya tingkat keterlibatan 

wanita dalam proses pengambilan keputusan dibidang politik dan ekonomi di 

Kabupaten Bantul lebih rendah dari Nasional. 

2.1.2.2.4 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) 

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) adalah ukuran yang menunjukkan 

tingkat ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam 3 (tiga) dimensi, 
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